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ABSTRAK  
 
 
Sartika Putri Baguswani, 2020. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan 
Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1). untuk mengetahui pengaruh sistem 
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Tegal. 2). untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 3). 
untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 4). untuk mengetahui pengaruh 
pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Tegal. 5). untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi 
pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah pengujian 
validitas, Pengujian Reliabilitas, pengujian asumsi klasik, analisis regresi 
berganda, pengujian parsial, dan koefisien determinasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) terdapat pengaruh sistem akuntansi 
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal. 
2) terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah Kota Tegal. 3). Terdapat pengaruh pemahaman 
akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal. 4). 
Terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah Kota Tegal. 5). Terdapat pengaruh implementasi standar akuntansi 
pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal. 
 
 
Kata Kunci :  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya 
Manusia, Pemahaman Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
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ABSTRACT 
 
 
Sartika Putri Baguswani,2020. The Influence of Regional Financial 
Accounting Systems, Human Resources Competence, Accounting Understanding, 
Regional Financial Management and Implementation of Government Accounting 
Standards on the Quality of Tegal City Government's Financial Statements. 
The objectives of this study are: 1). to determine the effect of the regional 
financial accounting system on the quality of the Tegal City Government's 
financial statements. 2). to determine the effect of human resource competence on 
the quality of Tegal City Government's financial statements. 3). to determine the 
effect of accounting understanding on the quality of Tegal City Government's 
financial statements. 4). to determine the effect of regional financial management 
on the quality of the Tegal City Government's financial statements. 5). to 
determine the effect of the implementation of government accounting standards on 
the quality of the Tegal City Government's financial statements. 
The research method used in this study is a quantitative method. While the 
data analysis method used is validity testing, reliability testing, testing classic 
assumptions, multiple regression analysis, partial testing, and the coefficient of 
determination. 
The conclusions of this study are 1) there is an influence of the regional 
financial accounting system on the quality of the Tegal City government financial 
reports. 2) there is an influence of human resource competence on the quality of 
the financial statements of the Tegal City government. 3). There is an influence of 
understanding of accounting on the quality of the financial statements of the Tegal 
City government. 4). There is an influence of regional financial management on 
the quality of the financial statements of the Tegal City government. 5). There is 
an influence of the implementation of government accounting standards on the 
quality of the financial statements of the Tegal City government. 
 
 
Keywords :  Regional Financial Accounting System, Human Resources 
Competence, Accounting Understanding, Regional Financial 
Management, Implementation of Government Accounting 
Standards, Quality of Regional Government Financial Statements 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, 
transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah 
satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah 
diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Defitri, 
2018). Permasalahan kualitas laporan keuangan daerah di pemerintah Kota 
Tegal adalah bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal pada tahun 2018 kembali 
gagal meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah. Kota Tegal 
harus puas dengan mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017. Hasil yang ditorehkan Kota Tegal soal 
keuangan daerah ini cukup memilukan. Sebab, daerah tetangga lainnya, seperti 
Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang  cukup sukses dengan dua kali 
berturut-turut meraih WTP. Raihan WDP Kota Tegal pada tahun ini, menambah 
daftar panjang Kota Tegal yang sejak tahun 2013 harus selalu puas dengan 
predikat WDP (Gumilang, 2018.). 
Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke 
desentralisasi mendorong diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus 
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sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Berlakunya otonomi daerah maka pengelolaan keuangan 
sepenuhnya berada di pemerintah daerah.  
Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh 
informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang 
telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama tahun anggaran yang 
bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, 
pemerintah daerah, kota, atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan 
instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan  (Adhitama, 2017). 
Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan 
pengelolaan keuangannya sendiri. Selain adanya Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) yang sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan 
keuangan daerah, proses penyusunan laporan keuangan juga harus dilakukan 
secara efektif dan efisien, tepat waktu serta data-data yang dihasilkan dari 
laporan keungan tersebut harus akurat. Laporan keuangan disusun untuk 
memberikan gambaran informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang 
terjadi dalam pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah berkewajiban 
mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi yang dipublikasikan 
tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai  (Fuad, 2016) 
Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah haruslah 
berkualitas, karena laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak 
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legislatif sesuai dengan kewenangannya Saputra (2015).  Laporan keuangan 
pemerintah daerah yang berkualitas salah satunya dipengaruhi oleh sistem 
akuntansi keuangan daerah. PP No.71/2010 menyebutkan bahwa standar 
akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat 
mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di 
Indonesia dapat ditingkatkan. Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan 
juga diperlukan sistem akuntansi yang memadai. Sistem akuntansi yang 
memadai akan menghasilkan aktivitas keuangan yang terstruktur, tepat dan 
akuntabel sehingga berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan akan 
memenuhi karakteristik kualitatif (Saputra, 2015) 
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan ditentukan oleh 
kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Sumber 
daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang 
berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber 
daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia 
yang dimilikinya  (Pramudityo, 2017) 
Menurut Permendagri No.59/2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
(SAKD) yaitu Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, 
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 
komputer. Jika sistem akuntansi belum dapat dipahami maka akan dapat 
4 
 
 
menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah berupaya 
untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, 
sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut dapat 
meningkat. 
Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses 
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, 
akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti 
bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan 
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 
kepada DPRD dan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan 
merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  
(Defitri, 2018) 
Salah satu bentuk konkrit untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan 
pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok 
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah  (Ningtyas, 2015) 
SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam 
upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, dimana 
pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut 
kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu 
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keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan, sehingga 
peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom 
Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam menyajikan laporan keuangan 
berbasis akrual pada pemerintah daerahnya  (Mentu, 2016). 
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan 
dengan hasil yang berbeda.  Kartopawiro & Susanto (2018) membuktikan 
bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas keuangan daerah sedangkan Defitri (2018) membuktikan 
bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Penelitian  Defitri (2018),  Adhitama (2017),  Pujanira (2017) membuktikan 
bahwa sistem keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan  
keuangan daerah sedangkan  Kartopawiro & Susanto (2018) membuktikan 
bahwa sistem keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman 
Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Standar 
Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Tegal”. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 
untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal ? 
2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 
kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal ? 
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal ? 
4. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal ? 
5. Apakah terdapat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah 
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 
kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas 
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
5. Untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah 
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
 
D. Manfaat penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat member manfaat 
sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti dan dapat mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah dan dapat membantu mengembangkan ilmu 
pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintah 
Indonesia pada khususnya. 
b. Bagi penelitian mendatang, menjadi bahan referensi untuk mengadakan 
penelitian yang sama di masa datang. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi pegawai SKPD, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber 
informasi dan bahan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, 
membantu memberikan kontribusi kepada praktisi di Indonesia dimasa 
yang akan mendatang, dan memberi wawasan kepada pihak SKPD 
mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya 
manusia, pemahaman akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan 
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implementasi standar akuntansi pemerintah dalam rangka meningkatkan 
kualitas laporan keuangan daerah. 
b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bermanfaat untuk memberi 
pertimbangan guna mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, 
kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pengelolaan 
keuangan daerah dan implementasi standar akuntansi pemerintah 
meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
1. Stewardship Theory 
Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi 
dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu 
tetapi lebih ditunjukkan kepada sasaran hasil utama mereka untuk 
kepentingan organisasi. Stewardship theory atau disebut juga teori 
pengabdian atau pelayanan merupakan teori yang didasarkan pada asas 
kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen 
dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai good steward yang 
melaksankan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung 
jawab  (Fajar & Rohman, 2012) 
Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama 
dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan 
kepentingan antara principal dan steward, maka steward akan berusaha 
bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan principal dan demi 
kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar 
tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam stewardship theory adalah 
manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan Principal namun 
tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan   (Raharjo, 2007) 
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Amanah, memiliki integritas, bertindak jujur dan 
bertanggungjawab adalah sifat manusia yang dijadikan dasar dalam 
membangun teori stewardship. Hal itu berarti dalam pandangan 
stewardship theory, manajemen dipercaya untuk bekerja dengan baik bagi 
kepentingan publik dan shareholder  (Kaihatu, 2006). 
Dari penjelasan Fajar & Rohman (2012), Raharjo (2007) dan 
Kaihatu (2006) dapat disimpulkan bahwa stewardship theory adalah teori 
yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah 
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran 
hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut 
mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan 
kesuksesan organisasi. 
Teori stewardship dapat diterapkan pada organisasi sektor publik 
seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya  Fajar & Rohman 
(2012). Stewardship theory memandang bahwa manajemen organisasi 
sebagai stewards atau pelayanan. Pemerintah daerah sebagai stewards, 
penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi 
dan para pengguna informasi keuangan pemerintah. Dalam teori ini 
mengarah ke pendekatan governance yaitu menghasilkan informasi 
laporan keuangan yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor 
sosiologis dan psikologis  Fajar & Rohman (2012). Pertimbangan faktor 
sosiologis dilakukan pada saat analisis variabel peran internal audit dan 
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kompetensi sumber daya manusia dalam konteks lingkungan pemerintah 
daerah berupa integritas. 
Pertimbangan faktor psikologis dilakukan pada saat analisis 
variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah serta pemanfaatan 
sistem informasi keuangan daerah berupa motivasi pimpinan pemerintah 
daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya. Ketika semua 
ini diterapkan dalam pemerintah daerah dalam penyusunan laporan 
keuangan, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. 
Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan 
para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan 
sebagai suatu hubungan keagenan (agent relationship). Dalam hal ini 
pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk 
melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna 
informasi keuangan pemerintah sebagai principal, baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Kaihatu, 2006). 
 
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
Menurut  Rasdianto (2013) yang dimaksud dengan sistem akuntansi 
keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses 
pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian 
keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD). 
Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar 
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Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Menurut 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan 
dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 
pemerintah daerah. 
Dari pendapat Rasdianto (2013) dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 
keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara 
sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaran, peralatan dan 
elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan 
keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan APBD. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah 
sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah 
ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian 
prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui 
alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan 
keuangan itu sendiri. 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, 
sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Identifikasi Prosedur 
Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari 
memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait 
siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim 
penyusun mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus 
dibuat. 
b. Menentukan Pihak-Pihak Terkait 
Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang 
terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki 
peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang 
diinginkan. 
c. Menentukan Dokumen Terkait 
Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya 
adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada 
prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen 
tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana 
yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal. 
d. Menentukan Jurnal Standar 
Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah 
SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut 
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tim penyusun menentukan jurnal debet dan kredit yang akan digunakan 
untuk mencatat. 
e. Menuangkannya Dalam Langkah Teknis 
Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah 
teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi 
yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, 
dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak 
tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, 
diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan 
akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan 
pencatatan. 
 
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan 
kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan 
kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan.  Rivai (2011) 
mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang 
dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung, atau dapat 
memprediksikan kinerja yang sangat baik. 
Menurut  Sedarmayanti (2011) kompetensi adalah kemampuan 
melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan 
dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 
tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang 
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dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai yang 
terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. 
(Wibowo, 2017) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu 
kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau 
tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung 
oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut 
Berkaitan dengan definisi-definisi yang dijelaskan oleh Rivai (2011), 
Sedarmayanti (2011)  dan Wibowo (2017) dapat diartikan bahwa 
kompetensi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menghasilkan 
pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja pada berbagai tingkat, 
mengidentifikasi karakteristik, masing-masing tingkatan, pengetahuan dan 
keterampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan 
menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai 
standar kualitas professional dalam bekerja.  
Menjalankan suatu aktivitas dalam organisasi tentunya tidak mudah 
tanpa adanya keterampilan dalam diri setiap individu tersebut untuk 
menghasilkan pekerjaan sesuai dengan tuntutan. Maka dari itu semakin 
jelas bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh 
terhadap apa yang dikerjakannya  Pujanira (2017). Wibowo (2017) 
memberikan lima kategori kompetensi yang terdiri dari : 
a. Task achievement merupakan kategori kompetensi  yang  berhubungan 
dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task 
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achievement ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, 
memengaruhi, inisiatif, inovasi dan keahlian teknis. 
b. Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan 
komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan 
kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan relationship 
meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepeduliaan antar pribadi, 
penyelesaian konflik.. 
c. Personal attribute merupakan kompetensi instrinsik individu dan 
menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar,dan 
berkembang. Personal attribute merupakan kompetensiyang meliputi: 
integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas 
keputusan, berpikir analitis, dan berpikir konseptual. 
d. Managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan 
dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang lain. 
Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan 
mengembangkan orang lain. 
e. Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan 
memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan 
tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi 
kepemimpinan visioner, berpikir strategis, membangun komitmen 
organisasional. 
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Menurut  Sudarmanto (2016), terdapat 7 determinan yang 
mempengaruhi atau membentuk kompetensi yaitu: 
a. Kepercayaan dan Nilai. 
Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh 
terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki nilai 
dan kepercayaan diri tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berpikir 
dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru menantang bagi 
dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah. Maka 
demikian, hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama, karena 
nilai dan kepercayaan sering kali telah menjadi karakter, pandangan 
atau identitas seseorang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar 
terhadap kepercayaan, nilai, dan budaya perusahaan memiliki dampak 
signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi berakar pada 
budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan 
kepercayaan seseorang. 
b. Keahlian atau Keterampilan 
Aspek ini memegang peranan sangat penting dalam membentuk 
kompetensi. Sebagai contoh, public speaking adalah keterampilan yang 
dapat dipelajari, dipraktikan, dan diperbaiki. Keahlian menulis juga 
dapat diperbaiki dengan intruksi, latihan dan umpan balik. Dengan 
memperbaiki kemampuan bicara dan keterampilan menulis, seseorang 
akan meningkat kecakapan kompetensi komunikasinya. Pengembangan 
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keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat 
berdampak pada budaya perusahaan dan kompetensi individu. 
c. Pengalaman. 
Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan 
kompetensi seseorang terhadap tugas. Seseorang dengan sejumlah 
pengalaman tertentu dalam mengorganisir orang dalam organisasi yang 
kompleks akan berbeda penguasaan kompetensi manajerialnya 
dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman. 
Akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri 
akan menjadikan seseorang memiliki kompetensi yang tidak disadari 
dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang. 
d. Karakteristik Personal 
Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap 
kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen 
konflik dan negoisasi dari orang yang memiliki sifat pemarah akan 
berbeda dengan orang yang memiliki sifat penyabar. Kompetensi 
membangun hubungan dan komunikasi dengan tim kerja dari orang 
yang memiliki sifat introvert akan berbeda dengan orang yang 
memiliki sifat ekstrovert. Karakteristik kepribadian betapapun dapat 
diubah, tetapi cenderung lebih sulit. 
e. Motivasi 
Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan 
berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Motivasi merupakan faktor 
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kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor yang 
cenderung dapat dirubah. Dorongan, penghargaan, pengakuan, dan 
perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi 
seseorang. 
f. Isu-isu Emosional 
Hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi 
penguasaan kompetensi. Ketakutan membuat kesalahan, perasaan 
malu, perasaan tidak suka, selalu berpikir negatif terhadap seseorang, 
pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap 
penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada dasarnya 
dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, terapi, 
dan mendorong seseorang agar mengatasi hambatan dan blok-blok 
tersebut. 
g. Kapasitas Intelektual. 
Intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan 
kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti 
berpikir konseptual dan berpikir analitis. Perbedaan kemampuan 
berpikir konseptual dan analitis satu sama lain akna membedakan 
kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi 
perencanaan, dan lain-lain 
4. Pemahaman Akuntansi 
Menurut  Niswonger et al., (2011) bahwa Akuntansi adalah proses 
mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk 
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memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai 
informasi yang bersangkutan. Akuntansi adalah sistem informasi yang 
menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 
aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga 
aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan 
kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak 
pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan 
eksternal. 
 (Mursyidi, 2010), berpendapat bahwa akuntansi adalah proses 
pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan 
penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang 
dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Akuntansi adalah suatu 
proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan 
data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan 
sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan 
mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan 
lainnya  (Adhitama, 2017). 
Dari pendapat Niswonger et al., (2011) dan  (Mursyidi, 2010) dapat 
disimpulkan bahwa akuntansi adalah serangkaian proses mencatat, 
mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, 
serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat dengan 
mudah dimengerti dan digunakan untuk pengambilan keputusan. 
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Menurut  Mursyidi (2010), bahwa tahapan dalam proses akuntansi 
mencakup hal-hal sebagai berikut : 
a. Pencatatan (recording) transaksi-transaksi keuangan. Pada tahap ini 
setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis 
dalam periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang 
disebut jurnal. Tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen 
sumbernya (nota, faktur, kuitansi, bukti memorial, dan lain-lain). 
Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi 
dalam buku jurnal (journal entry) dan pencatatan ayat jurnal ke buku 
besar (posting to legder). 
b. Pengelompokkan (classification). Pada tahap ini menunjukkan 
aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokan 
menurut kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun (assets), akun 
kewajiban (liabilities), akun ekuitas (equities), akun pendapatan 
(income) dan akun beban (expense). 
c. Pengikhtisaran (summarizing). Pada tahap ini dilakukan aktivitas 
penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo 
masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa aldo saja. 
Berarti bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dicatat, 
dikelompokkan, disajikan secara rigat dala mdaftar tersendiri, yang 
disebut neraca saldo (trial balance). 
d. Pelaporan (reporting). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan 
ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis 
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untuk dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan 
secara lengkap (full disclosure). Laporan keuangan terdiri atas laporan 
laba rugi (income statement), laporan perubahaan ekuitas (equity 
statement), laporan neraca (balance sheet), laporan arus kas (cash flow 
statement), dan catatan atas laporan keuangan.  
e. Penafsiran (analizing). Tahap ini merupakan lanjutan dari proses 
akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat 
dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi 
keuangan dan perubahannya untuk suatu organissasi 
Menurut  Mursyidi (2010) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan 
informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.  Suhayati & Anggadini (2009), menyatakan bahwa tujuan 
akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan 
ekonomi atau perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik 
pihak di dalam perusahaan maupun pihak luar perusahan. 
Jadi tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi laporan keuangan 
perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak internal 
maupun eksternal perusahaan. 
Menurut  Suwaldiman (2005), ada dua fungsi pokok informasi yang 
dihasilkan akuntansi yaitu : 
a. Untuk dasar dalam membuat perencanaan yang efektif, pengawasan 
dan pengambilan keputusan oleh manajemen 
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b. Sebagai alat pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, 
kreditor, badan pemerintah dan sebagainya 
Sedangkan menurut Suhayati & Anggadini (2009), fungsi akuntansi 
adalah: 
a. Menghitung laba yang di capai oleh perusahaan kemudian menilai 
apakah pimpinan perusahaan telah melaksanakan tugas dan kewajiban 
yang telah dibebankan oleh para pemilik sesuai dengan tujuan yang 
ingin dicapai 
b. Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban 
perusahaan khususnya dari segi keuangan. 
Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk 
mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi 
ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi 
keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran 
data keuangan. Jadi orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah 
orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi. 
 
5. Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri 
ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azaz umum dan 
struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, 
penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki 
DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, 
penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan 
keuangan BLUD. 
Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan 
atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa pengelolaan keuangan 
daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah. 
Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja 
pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode 
tertentu. Selanjutnya anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan 
belanja daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah 
daerah  Mardiasmo (2012). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah merupakan semua hak dan 
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan 
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan 
kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang 
dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah 
daerah. 
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Berdasarkan penjelasan Mardiasmo (2012), Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri 59 Tahun 2007 dapat 
disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan 
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua 
hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang 
dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah 
Keuangan daerah haruslah diolah oleh pemerintah daerah dalam 
rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan 
daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain 
memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu 
sebagai berikut: 
a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur 
peraturan daerah 
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b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat 
Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut 
c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 
DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan 
daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan 
d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan 
dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat 
Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur di 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan 
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang 
bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, 
norma, asas dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci 
ditetapkan oleh masing-masing daerah. Berdasarkan uraian diatas terdapat 
beberapa pokok muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup sebagai 
berikut  Yani (2012) : 
a. Perencanaan dan penganggaran 
Pengaturan aspek perencanaan lebih diarahkan agar seluruh proses 
penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan latar 
belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan 
umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber 
daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, 
dalam proses mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam 
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peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab 
kepada siapa. 
b. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. 
Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta 
pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 
Kepala Daerah, yang kemudian kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat 
pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja 
perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang 
daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Adanya pemisahan ini 
bertujuan agar dapat memberikan kejelasan dalam pembagian 
wewenang dan tanggungjawab serta untuk mendorong upaya 
peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan. 
c. Pertanggungjawaban keuangan daerah. 
Dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, 
pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: 
laporan realisasi, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan 
keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, 
laporan keuangan terlebih dahulu harus diperiksa oleh BPK 
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Menurut  Saleh & Rochmansjah (2016), prinsip-prinsip pengelolaan 
keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah 
meliputi: 
a. Akuntabilitas 
Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku 
sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik 
dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan 
atas kebijakan yang telah dirumuskan brikut hasil kebijakan tersebut 
harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupn 
horizontal kepada masyarakat. 
b. Value for money 
Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 
adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat yang semakin baik, keidupan demokrasi yang semakin 
maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara 
pusat dan daerah serta antar daerah. 
c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity). 
Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang 
memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan 
untuk korupsi dapat diminimalkan. 
d. Transparansi 
Adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-
kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diektahui dan diawasi oleh 
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DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 
pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara 
pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah 
daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap 
aspirasi dan kepentingan masyarakat 
e. Pengendalian 
Pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu 
dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu 
perlu dilakukan analisis varians terhadap pendapatan dan belanja 
daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya 
varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan. 
 
6. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah 
Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. Di Indonesia pada tahun 2010, Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar 
Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan 
Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Sejak diterbitkannya PP 
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis 
akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual. 
Akuntansi Berbasis Akrual berarti basis akuntansi dimana transaksi 
ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan 
akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat 
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terjadinya transaksi tersebut. Sesuai dengan Exposure Draft Standar 
Akuntansi Keuangan Pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti 
bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui serta dicatat pada saat 
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan 
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas 
atau setara kas diterima atau dibayar  (Halim, 2017). 
International Monetary Fund (IMF), sebagai lembaga kreditor, 
menyusun Government Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya 
menyarankan kepada negara-negara debitornya untuk menerapkan 
akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan 
penerapan basis akrual ini, Karena saat pencatatan sesuai dengan saat 
terjadinya arus sumber daya. Jadi, basis akrual menyediakan estimasi 
yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian 
secara makro. Selain itu, basis akrual menyediakan informasi yang paling 
komprehensif karena seluruh arus sumber daya dapat dicatat, termasuk 
transaksi internal. 
Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis 
akrual, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai 
penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain : 
a. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan 
perubahannya 
b. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh 
sumber daya 
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c. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh 
aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan. 
d. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta 
memenuhi kebutuhan kasnya. 
e. Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan 
pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi 
kewajiban dan komitmennya. 
f. Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan 
sumber daya atau melakukan bisnis dengan entitas. 
g. Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya 
pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar 
Akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan indikator : 
a. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan. Laporan keuangan 
disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan 
untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan 
untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, 
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, dan membantu 
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk 
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memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas 
dan membuat keputusan 
b. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas. Laporan 
realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan 
pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran 
menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber 
daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 
pemerintah dalam periode mendatang. 
c. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas. Laporan arus kas adalah bagian dari 
laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan 
pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan 
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris. 
d. PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan 
Keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara 
luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen 
entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan 
secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan 
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan 
Laporan Perubahan Ekuitas. 
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e. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan. Persediaan diakui pada saat 
potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemeritah dan 
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 
f. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi. Suatu pengeluaran kas atau aktiva 
dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria 
yaitu kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa 
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat 
diperoleh pemerintah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi 
dapat diukur secara memadai 
g. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Akuntansi Aset Tetap 
diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi 
entitas. Klasifikasi asset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan 
h. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan. Konstruksi 
dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta asset tetap lain yang proses 
pemerolehannya/ pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan 
belum selesai 
i. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban. Suatu kewajiban yang diakui 
besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan 
dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang 
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ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai 
nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 
j. PSAP No. 10 Koreksi kesalahan. Koreksi adalah tindakan pembetulan 
agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya 
k. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian. Laporan Keuangan 
Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 
l. PSAP No. 12 Laporan Operasional. Laporan Operasional menyajikan 
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 
 
7. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kualitas menurut office of government commerce (2009: 48) adalah 
tingkat di mana seperangkat karakteristik yang melekat memenuhi 
persyaratan. Kualitas secara umum didefinisikan sebagai totalitas fitur dan 
karakteristik yang melekat atau ditugaskan dari suatu produk, orang, 
proses, layanan dan / atau   sistem yang mendukung kemampuannya untuk 
menunjukkan bahwa ia memenuhi harapan atau memenuhi kebutuhan, 
persyaratan, atau spesifikasi yang dinyatakan (Rahmatika, 2014). 
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan yang 
merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 
selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut  Afiyah (2010), Laporan 
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keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan 
hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan 
sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasian dokumen, tahap penjurnalan, 
dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun. 
Menurut  Bastian (2010), laporan keuangan merupakan representasi 
posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. 
Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi 
kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan. 
Menurut  Mahaputra & Putra (2014), laporan keuangan adalah catatan 
informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan 
untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan Keuangan 
merupakan laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan 
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 
Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan 
sebagai informasi. 
 (Hery, 2012), mengartikan laporan keuangan pada dasarnya adalah 
hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 
mengomunikasikan data keuangan atau aktivitasnya perusahaan kepada 
pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan alat yang 
menghubungkan perusahaan atau pemerintah daerah dengan pihak-pihak 
yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan 
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perusahaan maupun pemerintahan dan kinerja perusaahan ataupun 
pemerintah daerah. 
Menurut  Harahap (2008), laporan keuangan adalah output dan hasil 
akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan merupakan komoditi yang 
bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena ia dapat memberikan 
informasi yang dibutuhkan pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat 
menghasilkan keuntungan. Laporan keuangan disajikan kepada banyak 
pihak yang berkepentingan termasuk manajemen, kreditur, pemerintah dan 
pihak-pihak lainnya. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah 
gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah itu 
sendiri. 
Berdasarkan pendapat Rahmatika (2014), Afiyah (2010), Mahaputra 
& Putra (2014), Hery (2012) dan Harahap (2008) dapat disimpulkan 
bahwa kualitas laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas 
pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 
kinerja entitas tersebut yang memiliki totalitas fitur dan karakteristik yang 
melekat atau ditugaskan dari suatu produk, orang, proses, layanan dan / 
atau   sistem yang mendukung kemampuannya untuk menunjukkan bahwa 
ia memenuhi harapan atau memenuhi kebutuhan, persyaratan, atau 
spesifikasi yang dinyatakan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian 
laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. 
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Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 
keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.71 Tahun 
2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari : 
a. Laporan realisasi anggaran 
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat 
atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam satu periode pelaporan. 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk memberikan ringkasan 
atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, 
sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut 
dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo 
anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan 
c. Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, 
kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 
d. Laporan Operasional 
Laporan operasional menyediakan untuk informasi mengenai seluruh 
kegiatan opersional keuangan entitas pelaporan beban, dan surplus/ 
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defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. 
e. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 
aktivitas operasional, investasi, aset non keuangan, pembiayaan, dan 
transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 
pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama 
periode tertentu. 
f. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan pada tahun 
sebelumnya. 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 
dari angka tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan 
arus kas. Laporan keuangan merupakan rincian dari masing-masing 
akun transaksi yang saling berhubungan antara akun yang satu dengan 
yang lain. 
Menurut  Yadiati & Mubarok (2017) kualitas pelaporan keuangan 
adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi 
kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik 
dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan 
pengungkapan secara penuh dan wajar. Menurut Peraturan Pemerintah 
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Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 
memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan 
prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 
kualitas yang dikehendaki: 
a. Relevan 
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 
termuat di dalamnya dapat memepengaruhi keputusan pengguna 
dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa 
kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi 
hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian laporan keuangan 
yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengguna 
b. Andal 
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara 
jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika 
hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan 
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 
c. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna 
jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 
atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 
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Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas 
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara eksternal yang dilakukan apabila entitas yang 
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila 
entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih 
baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 
perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 
d. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna 
untuk mempelajari informasi yang dimaksud 
Pelaporan keuangan pemerintah Menurut Standar Akuntansi 
Pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 
pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik 
keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Tujuan laporan keuangan adalah 
sebagai berikut (Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: 26) : 
a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaaan 
sumber daya keuangan. 
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 
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c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai 
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelapoan 
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya 
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari 
pungutan pajak dan pinjaman. 
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : 
Tabel 2.1 
Studi Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
1 Bagus 
Pramudityo 
(2017) 
Variabel Independen : 
Kompetensi Sumber Daya 
manusia, pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah, sistem 
pengendalian intern dan 
peran internal audit.  
Variabel dependen: 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah  
Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa variabel 
kompetensi sumber daya 
manusia, pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan 
daerah, sistem pengendalian 
intern, dan peran internal audit 
berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan. 
2. Berry Wan 
Saputra (2015) 
Variabel Independen :  
implementasi standar 
 Implementasi standar 
akuntansi pemerintah (X1) 
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No Nama Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
akuntansi pemerintahan, 
sistem informasi akuntansi 
dan sistem pengendalian 
internal. 
 
Variabel dependen: 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah  
berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
 
 Implementasi sistem 
informasi akuntansi (X2) 
tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah 
daerah.  
 Variabel implementasi 
sistem pengendalian 
internal (X3) berpengaruh 
terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah 
daerah. 
3. Siska Yulia 
Defitri (2018) 
Variabel Independen : 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah Dan Sistem 
Akuntansi Keuangan 
Daerah  
 
Variabel dependen: 
Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Hasil penelitian menunjukan 
bahwa pengelolaan keuangan 
daerah memiliki hubungan 
yang positif tetapi tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah, sedangkan 
sistem akuntansi keuangan 
daerah berpengaruh secara 
signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hal ini menunjukan 
bahwa semakin baik sistem 
akuntansi keuangan daerah 
maka laporan keuangan yang 
dihasilkan juga akan semakin 
meningkat. 
4. Surya Adhitama 
(2017) 
Variabel Independen : 
Penerapan standar 
akuntansi pemerintah, 
sistem akuntansi keuangan 
daerah, dan kompetensi 
sumber daya manusia  
 
Variabel dependen: 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah  
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
penerapan standar akuntansi 
pemerintah daerah, sistem 
akuntansi keuangan daerah 
dan kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
5. Putriasri 
Pujanira 
(2017) 
Variabel Independen : 
kompetensi sumber daya 
manusia, penerapan 
 Kompetensi Sumber Daya 
Manusia berpengaruh 
positif terhadap Kualitas 
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No Nama Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
standar akuntansi 
pemerintahan, dan 
penerapan sistem 
akuntansi keuangan 
daerah  
Variabel dependen: 
kualitas laporan 
keuangan pemerintah 
daerah  
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
 Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
berpengaruh positif 
terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 
 Penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan 
Daerah berpengaruh positif 
terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 
 
C. Kerangka Berpikir 
1. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan 
keuangan. 
Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan 
dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal. Pemerintah 
daerah selaku pengelola dana pubiik harus mampu menyediakan laporan 
keuangan yang diperlukan publik secara akrual relevan, dan tepat waktu. 
untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan 
dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang 
handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan 
yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan 
keputusan. Pemerintah daerah dalam menyusun sistem akuntansi yang 
mengacu pada SAP guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah 
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daerah sesuai dengan SAP dan juga dengan adanya sistem akuntansi yang 
handal akan menghasilkan kualitas taporan keuangan  (Pramudityo, 2017). 
Penelitian yang dilakukan oleh  Pramudityo (2017) dan  Defitri (2018) 
membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan. 
 
2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 
keuangan 
Sumber daya manusia merupakan human capital di dalam organisasi. 
Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 
seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional 
dan economic rent. Human capital merupakan sumber inovasi dan 
gagasan. Karyawan yang dengan human capital tinggi lebih 
memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas 
tinggi. Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan 
menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun 
dapat tepat waktu. 
Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang    
dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan  kinerjanya sehingga dapat 
mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Sumber daya  manusia  yang  memiliki  
kompetensi akan   dapat   menyelesaikan   pekerjaanya secara efisien  dan     
efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung 
ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Kompetensi sumber daya 
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manusia penting  dalam  mengelola  dan  menyajikan informasi keuangan 
sehingga laporan keuangan  yang  disusun  dapat  tepat  waktu. Selain sumber 
daya  manusia yang kompeten, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Penelitian yang dilakukan oleh  Pramudityo (2017) dan  Pujanira 
(2017) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
 
3. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 
Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh 
pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum 
diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
dan atau lemahnya peran internal audit. Seseorang dikatakan paham 
terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses 
akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan 
berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut  Bastian (2017)  bahwa tahapan 
proses akuntansi meliputi transaksi, analisis bukti transaksi, mencatat data 
transaksi, mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat 
(posting) dan penerbitan laporan dan catatannya. 
Penelitian yang dilakukan oleh  Dian (2014) dan  Safrida (2010) 
membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan  
46 
 
 
4. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan 
keuangan 
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 
kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas 
berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam 
pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh stakeholder, untuk itu aparat pemerintah harus dapat 
mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi 
asimetris dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang 
berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik 
sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi 
keuangan daerah secara optimal Untuk menyediakan informasi keuangan 
yang dibutuhkan, implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan 
di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam 
mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pengelolaan 
keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan 
pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengelolaan 
keuangan daerah dan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta 
manajemen atau dalam kaitannya dengan pelayanan publik  (Saputra, 
2015)   
Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, 
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pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat 
rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pengelolaan 
keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi 
keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi 
dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang 
memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-
transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta 
mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaaan dana. 
Penelitian yang dilakukan oleh  Dian (2014) dan Safrida (2010) 
membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah  berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan.  
 
5. Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas 
laporan keuangan  
Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan 
dari sebuah sistem akuntansi keuangan daerah yang handal, yang bisa 
dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. 
Mardiasmo (2012) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan 
keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah 
harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang 
lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang 
handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu 
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untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas 
diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. 
Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang 
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan 
keuangan pemerintah di Indonesia. Pemakaian standar akuntansi ini 
cenderung dilakukan karena dapat memperbaiki sistem yang sudah 
dipergunakan sebelumnya, sehingga informasi keuangan sebagai bahan 
pengguna laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam 
pengambilan keputusan dapat dihindarkan. Pemahaman standar akuntansi 
pemerintah yang baik akan menghasilkan kualitas yang handal dalam 
penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuangan yang 
relevan disebabkan karena pemahaman yang baik akan berbasis akuntansi 
yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang 
lengkap atas seluruh informasi. 
Penelitian yang dilakukan oleh  Adhitama (2017) dan  Pujanira 
(2017) membuktikan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
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Dari hubungan antar variabel  yang telah dijelaskan di atas dapat dibuat 
kerangka berpikir sebagai berikut : 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
 
D. Hipotesis 
Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan 
jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan  (Sugiyono, 2012).  
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H1. Terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
H2. Terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia  (X2) 
Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (Y) 
Pemahaman Akuntansi 
(X3) 
Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah (X1) 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah (X4) 
Implementasi Standar 
Akuntansi Pemerintah 
(X5) 
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H3. Terdapat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
H4. Terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
H5. Terdapat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap 
kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pemilihan Metode 
Metode (method), secara harfiah berarti cara. Metode berasal dari Bahasa 
Yunani “Methodos’’ yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan 
dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat 
memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan  Sugiyono 
(2010). Penelitian atau riset berasal dari bahasa inggris research yang artinya 
adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, 
memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok 
penyelidikan  (Sukmadinata, 2009).   
Menurut  Sugiyono (2010) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini adalah 
penelitian dengan metode kuantitatif karena penelitian ini menggunakan angka-
angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan 
penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai 
pendekatan untuk menganalisis permasalahan penelitian. 
B. Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kuantitas dan karakterstik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 
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kesimpulannya  Sugiyono (2010).  Sedangkan pengertian populasi 
menurut  Sekaran (2011) adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, 
atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh  pegawai di badan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota  
Tegal yang berjumlah 30 orang. 
2. Sampel  
Menurut  Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut  
Sekaran (2011) sampel adalah sebagian dari populasi. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat 
besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh 
populasi yang ada, sehingga dibentuk sebuah perwakilan populasi. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel jenuh dimana semua 
jumlah anggota populasi digunakan sebagai sampel dengan jumlah sampel 
30 orang. Alasan menjadikan semua populasi menjadi sampel dikarenakan 
jumlah populasi yang relatif kecil dan untuk memberikan gambaran yang 
komprehensif tentang populasi  (Sugiyono, 2012). 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah proses dalam penelitian yaitu mengumpulkan 
data yang digunakan untuk penelitian. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) yang akan disampaikan 
langsung kepada para auditor internal. Kuesioner, merupakan teknik 
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pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai hal-hal 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk 
memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel 
penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini. Kuesioner ini akan dibagikan 
kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian dan hasilnya akan 
dianalisis dengan menggunakan analisis statistik  (Riduwan, 2013) 
Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket 
tertutup (close form questioner), yaitu kuisioner yang disusun dengan 
menyediakan jawaban sehingga pengisi hanya memberi tanda pada jawaban 
yang dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya  (Riduwan, 2013). 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert. Skala pengukuran 
ini digunakan untuk mengklasifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak 
terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian 
selanjutnya  Riduwan (2013). Berdasarkan Skala likert tersebut diatas, lima 
pilihan jawaban yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan rentang skor 1 sampai dengan 5, dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS). 
2. Skor 4 untuk jawaban setuju (S).  
3. Skor 3 untuk jawaban kurang setuju (KS).  
4. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS).  
5. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS).  
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D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Variabel menurut  Sugiyono (2010) adalah segala sesuatu yang berbentuk 
apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi 
konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep yang masih bersifat abstrak 
yang biasanya merujuk pada definisi yang ada pada buku-buku teks. Definisi 
operasional merupakan batasan pengertian tentang variabel yang diteliti yang di 
dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk 
mengukur variabel yang bersangkutan Definisi konseptual dan operasional dari 
variabel dari penelitian ini adalah : 
1.  Variabel bebas (Independent Variable). 
Menurut  Sugiyono (2010) variabel bebas (independent) merupakan 
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 
timbulnya variabel dependen (terikat). Variable independent (bebas) yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah, 
kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pengelolaan 
keuangan daerah dan implementasi standar akuntansi pemerintah. 
a. Sistem akuntansi keuangan daerah  
Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang 
meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan 
transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam 
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 
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b. Kompetensi sumber daya manusia 
Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan melaksanakan 
atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan 
pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 
tersebut 
c. Pemahaman akuntansi 
Pemahaman tentang proses pengidentifikasian data keuangan, 
memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk 
diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan 
keputusan. 
d. Pengelolaan keuangan daerah 
Pengelolaan anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah 
daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. 
e. Implementasi standar akuntansi pemerintah 
Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah 
2. Variabel terikat (Dependent Variable). 
Variabel dependen menurut  Sugiyono (2010) merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Laporan kuangan daerah adalah laporan yang 
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terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 
dilakukan oleh entitas pelaporan 
Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini, akan dirumuskan ke 
dalam masing-masing indikator yang merupakan ciri-ciri dari variabel tersebut 
dengan menggunakan skala ordinal.  
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
 
Variabel Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 
Sistem 
keuangan 
akuntansi 
daerah (X1) 
 
 
 
 
 
Identifikasi Prosedur  Mengidentifikasi 
prosedur-prosedur 
 Analisis transaksi 
Skala interval 
Menentukan Pihak-
Pihak Terkait 
 Ditentukan pihak-pihak 
yang terkait 
  Identifikasi transaksi  
Skala interval 
Menentukan 
Dokumen Terkait 
 Menelaah SAP  
 Menelaah kebijakan 
akuntansi terkait 
Skala interval 
Menentukan Jurnal 
Standar 
 Menentukan jurnal 
yang akan digunakan 
untuk mencatat 
 Melakukan pencatatan 
jurnal dengan teliti 
Skala interval 
Menuangkannya 
Dalam Langkah 
Teknis 
 Menyusun langkah 
teknis 
 Sesuai kronologis 
Skala interval 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia 
Task achievement  Orientasi pada hasil 
 Mengelola kinerja 
Skala interval 
Relationship  Kerjasama 
 Orientasi pada 
pelayanan 
Skala interval 
Personal attribute  Integritas dan kejujuran 
 Pengembangan diri 
Skala interval 
Managerial  Memotivasi, 
memberdayakan 
 Mengembangkan orang 
lain 
Skala interval 
Leadership  Kepemimpinan 
visioner 
 Berpikir strategis 
Skala interval 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 
Pemahaman 
akuntansi 
 
Pencatatan 
(recording) 
 Pencatatan transaksi 
keuangan 
 Sesuai bukti transaksi 
Skala interval 
Pengelompokkan 
(classification) 
 Pengelompokan 
transaksi 
 Pencatatan transaksi 
sesuai kelompok 
Skala interval 
Pengikhtisaran 
(summarizing) 
 Semua transaksi yang 
sudah dicatat 
 Disajikan secara rigat 
dalam daftar tersendiri  
Skala interval 
Pelaporan 
(reporting) 
 Aktivitas penyusunan 
ringkasan dari hasil 
peringkasan 
 Laporan realisasi 
didukung dengan bukti-
bukti sesuai ketentuan 
Skala interval 
Penafsiran 
(analizing) 
 Membaca laporan 
keuangan 
 Analisa laporan 
keuangan 
 
Pengelolaan 
keuangan 
daerah 
Akuntabilitas  Kemudahan akses 
 Akses informasi tepat 
waktu 
Skala interval 
Value for money  Peningkatan pelayanan  
 Peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 
Skala interval 
Kejujuran dalam 
mengelola keuangan 
publik 
 Memiliki integritas  
 Memiliki kejujuran 
yang tinggi 
Skala interval 
Transparansi  Keterbukaan dalam 
membuat kebijakan-
kebijakan 
 Dapat dimengerti dan 
disajikan sesuai dengan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah 
Skala interval 
Pengendalian  Evaluasi 
 Financial audit terhadap 
laporan keuangan 
daerah 
Skala interval 
Implementasi 
Standar 
Penyajian Laporan 
Keuangan 
 Informasi yang relevan 
mengenai posisi 
Skala interval 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 
Akuntansi 
Pemerintah 
keuangan  
 Informasi yang relevan 
mengenai seluruh 
transaksi 
Laporan Realisasi 
Anggaran berbasis 
Kas 
 Laporan Realisasi 
Anggaran menyediakan 
informasi yang berguna 
dalam memprediksi 
sumber daya ekonomi 
 Nilai perolehan 
investasi dapat diukur 
Skala interval 
Laporan arus kas  Menyajikan informasi 
penerimaan kas 
 Menyajikan informasi 
pengeluaran kas 
Skala interval 
Catatan atas laporan 
keuangan 
 Dapat dipahami oleh 
pembaca secara luas 
 Informasi yang lengkap 
Skala interval 
Akuntansi 
Persediaan 
 Diakui pada saat potensi 
manfaat ekonomi  
 Mempunyai nilai atau 
biaya yang dapat diukur 
dengan andal 
Skala interval 
Akuntansi Investasi  Nilai perolehan diukur 
secara memadai 
 Nilai wajar investasi 
dapat diukur secara 
memadai 
Skala interval 
Akuntansi Aset 
Tetap 
 Aset Tetap 
diklasifikasikan 
berdasarkan kesamaan 
sifat dalam aktivitas 
operasi 
 Mengklasifikan aset 
tetap berdasarkan 
kesamaan dalam sifat 
atau fungsinya dalam 
operasi entitas 
Skala interval 
Koreksi kesalahan  Memeriksa pos-pos 
yang tersajikan 
 Pembetulan agar pos-
pos yang tersaji sesuai 
dengan seharusnya 
Skala interval 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 
Laporan Keuangan 
Konsolidasian 
 Laporan Keuangan 
Konsolidasian lengkap 
 Laporan Keuangan 
Konsolidasian tepat 
waktu 
Skala interval 
Laporan 
Operasional 
 Ikhtisar sumber daya 
ekonomi 
 Laporan keuangan dari 
semua entitas akuntansi 
Skala interval 
Kualitas 
laporan 
keuangan 
Relevan  Dapat dihubungkan 
dengan maksud 
pengguna 
 Laporan keuangan tepat 
waktu 
Skala interval 
Andal  Bebas dari pengertian 
yang menyesatkan dan 
kesalahan material, 
menyajikan setiap fakta 
secara jujur, serta dapat 
diverifikasi 
 Untuk kebutuhan umum 
dan tidak berpihak pada 
kebutuhan khusus 
Skala interval 
Dapat dibandingkan  Dapat dibandingkan 
dengan laporan 
keuangan periode 
sebelumnya 
 Penyajian dengan 
laporan keuangan 
periode sebelumnya 
Skala interval 
Dapat dipahami  Jelas 
 Dapat dipahami oleh 
pengguna 
Skala interval 
Sumber: Data Diolah Peneliti 
E. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 
Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis  dengan  menggunakan 
perhitungan statistik yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah pengujian 
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asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver 22.  
1. Pengujian Validitas 
Validitas dapat diterjemahkan dengan sejauh mana ketepatan dan 
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut  
Arikunto (2010) hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data 
yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 
diteliti. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai 
validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya yang 
sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Validitas setiap 
item pertanyaan ditunjukkan dengan nilai koefisien validitas. Oleh karena itu, 
untuk mendapatkan instrumen yang valid peneliti menggunakan metode 
pengujian validitas isi (content validity) dengan analisis item, yaitu dengan 
mengkorelasikan antara skor butir instrument dengan skor total. Untuk 
menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi Product 
Moment Pearson  Arikunto (2010) dengan rumus sebagai berikut: 
 
Keterangan: 
rxy =  koefisien korelasi 
n =  jumlah responden 
ΣXY =  jumlah hasil perkalian skor butir dengan skor total 
ΣX =  jumlah skor butir 
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ΣX2 =  jumlah skor butir kuadrat 
ΣY =  jumlah skor total 
ΣY2 =  jumlah skor total kuadrat 
Dari perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-masing butir 
pertanyaan. Butir pernyataan tersebut dikatakan valid atau sahih jika r hitung ≥ 
daripada r tabel. Butir pernyataan tersebut dikatakan tidak valid jika r hitung ≤ 
daripada r tabel. 
2. Pengujian Reliabilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi pengukuran 
dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh 
mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda 
interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Untuk melihat reliabilitas 
masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien 
cronbach’s alpha (α). Dalam penelitian ini, untuk mencari reliabilitas 
instrumen digunakan rumus Alpha sebagai berikut  Arikunto (2010)  : 
 
  
Keterangan : 
r11 : reliabilitas instrumen 
K : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
b2  : jumlah varians butir 
12  : jumlah varians total 
  



 








2
2
11 1
1 t
b
K
K
r


62 
 
 
Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal dilakukan dengan cara 
mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis  
butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik Cronbach’s  Alfa 
(koefisien alfa). Suatu item pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila 
memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6. 
3. Pengujian Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan 
dilakukan penelitian ini  (Ghozali, 2011) 
a. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda 
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan 
data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 
besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
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(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 
dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu  X adalah 
residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar 
analisis : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 
maka mengindifikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.  
(Ghozali, 2011).  
b. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi 
apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun 
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demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan 
khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 
adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 
distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 
maka garis-garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 
mengikuti gaaris diagonalnya  (Ghozali, 2011) 
4. Analisis  Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional 
antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
Rumus yang digunakan adalah  Sugiyono (2010) : 
Yˆ = a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 
Keterangan : 
Yˆ  = Kualitas laporan keuangan  
a  = Konstanta 
b1,b2,b3, b4, b5,  = Koefisien regresi  
X1  = sistem akuntansi keuangan daerah. 
X2  = kompetensi sumber daya manusia 
X3  = pemahaman akuntansi 
X4  = pengelolaan keuangan daerah 
X5  = implementasi standar akuntansi pemerinta 
e = error, yaitu variabel lain yang tidak dimasukkan  
65 
 
 
5. Pengujian Parsial 
Pengujian parsial  atau  uji Ketepatan Parameter Penduga (Estimate). 
Digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat.  Uji parsial digunakan untuk menguji apakah jawaban pertanyaan 
hipotesis itu benar. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan  
variabel terikat. Untuk pengujian dalam penelitian ini digunakan program 
SPSS versi 22.0. Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 
dengan kriteria sebagai berikut  Ghozali (2011) :  
a. Jika nilai signifikan  < 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya 
terdapat pengaruh antara satu variabel indpenden terhadap variabel 
dependen. 
b. Jika nilai signifikan  > 0,05 maka hipotesis ditolak  yang artinya tidak 
terdapat pengaruh antara satu variabel indpenden terhadap variabel 
dependen 
6. Koefisien Determinasi 
Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung 
koefisien deterrminasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah diantara nol dan satu  Ghozali (2011) Kelemahan 
mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 
variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 
satu variabel independen maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah 
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variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 
Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 
seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik turun apabila satu variabel 
independen ditambahkan ke dalam model  (Ghozali, 2011).   
 
. 
 
 67 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum  
1. Keadaan Geografi Kota Tegal 
Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah 
yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa.Secara 
astronomis terletak pada 109008’ sampai 109010’ garis Bujur Timur dan 
6050’ sampai 6053’ garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada 
pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah Kota 
Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah Timur 
Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan Kabupaten Tegal dan sebelah barat 
Kabupaten Brebes. Di sebelah Utara Kota tegal berbatasan langsung dengan  
Laut Jawa. 
Pada tahun 1987, Kota Tegal mengalami pemekaran wilayah yang 
berasal dari Kabupaten Tegal, ditambah dengan wilayah Kabupaten Brebes, 
yang dikenal dengan sebutan “Bokong Semar”. Luas wilayah saat ini adalah 
39,68 km2, atau sekitar 0,11% dari luas Jawa Tengah. Kota ini terbagi 
menjadi 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan, dengan wilayah Kecamatan 
terluas Tegal Barat yaitu sebesar 15,13 km2 atau sekitar 38,13% luas 
wilayah Kota Tegal. 
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2. Topografi dan Iklim  Kota Tegal 
Kota Tegal memiliki ketinggian dari permukaan laut ± 3 meter, 
dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat.Topografi 
wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut 
Jawa.Tidak ada satupun kelurahan yang berada di lereng/puncak maupun 
lembah. Sedangkan untuk keberadaan sungai, Kota Tegal dialiri empat 
sungai yang melewati 16 kelurahan (59,26 persen). Empat sungai tersebut 
adalah Ketiwon, Kaligangsa, Gung dan Kemiri. 
Kelembaban udara berkisar antara 71,00% hingga 85,00%, dengan 
curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Curah hujan yang cukup 
tinggi terjadi di bulan Januari-Februari dan November- Desember. Kondisi 
tersebut berlawanan dengan persentase penyinaran matahari pada tiap 
bulannya. Pada bulan dengan curah ujan tinggi, persentase penyinaran 
matahari cenderung rendah. Sedangkan pada bulan dengan curah hujan 
rendah maka persentase penyinaran matahari cukup tinggi. 
Kecepatan angin tahun 2017,  berkisar antara 3,00 knot (bulan Maret) 
hingga 5,00 knot (bulan AgustusOktober). Angka tersebut cukup rendah 
jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 kecepatan 
angin mencapai 4,30 knot, tahun 2016 turun menjadi 3,70 knot. Pada tahun 
2017 rata-rata kecepatan angin mengalami mengalami kenaikan yaitu 
menjadi 4,10 knot.  
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3. Aspek Kependudukan 
Penduduk Kota Tegal tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk 
sebanyak 248.094 jiwa yang terdiri atas 112.817 jiwa penduduk laki-laki 
dan 125.277 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah 
penduduk tahun 2016, penduduk Kota Tegal mengalami pertumbuhan 
sebesar 0,36 persen. Kecamatan dengan pertumbuhan paling besar adalah 
Tegal Timur. Laju pertumbuhan penduduk Tegal Timur per tahun 2010-
2016 sebesar 0,81 persen, sedangkan laju pertumbuhan 2016-2017 adalah 
0,69 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk 
Kota Tegal tahun 2017 sebesar 98,04. Kepadatan penduduk di Kota Tegal 
tahun 2017 mencapai 6.252 jiwa/km2.  
Kecamatan Tegal Timur memiliki kepadatan paling tinggi dibanding 
kecamatan lain yaitu mencapai 12.360  jiwa/km2. Kondisi ini terjadi karena 
wilayah Tegal Timur merupakan konsentrasi ekonomi, pusat pemerintahan 
dan pusat pendidikan di Kota Tegal. Jika dilihat menurut kelompok umur 
jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama Kondisi ini 
mengindikasikan rendahnya tingkat fertilitas dan mortalitas di Kota Tegal.  
Di Kota Tegal banyak pekerja di sektor informal yang bekerja 
musiman, seperti misalnya nelayan  dan pedagang “Warteg”. Jika nelayan 
bekerja musiman karena cuaca, para pekerja “Warteg” biasanya memiliki 
waktu bekerja dan libur secara bergantian (aplusan). Periode waktu yang  
disepakati juga beragam. Kondisi ini terlihat pada fluktuasi jumlah angkatan 
kerja dari tahun 2010 hingga 2017. Fluktuasi tersebut terjadi karena para 
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pekerja musiman dengan mudah keluar masuk kategori angkatan kerja dan 
bukan angkatan kerja. Pada tahun 2017, dari 188.052 penduduk usia 15 
tahun keatas 33,66 persen (63.316 penduduk) masuk dalam kelompok 
bukan angkatan kerja. Penduduk yang masuk kelompok tersebut sebagian 
besar memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, yaitu 39.965 penduduk 
(63,78 persen dari jumlah (bukan angkatan kerja).  
Sebagian besar penduduk yang masuk dalam kelompok tersebut 
adalah perempuan 15 tahun keatas karena mengurus rumah tangga yaitu 
85.71 persen atau sejumlah 34.254 perempuan. Kondisi ini sejalan dengan 
tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, dimana laki-laki 
memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi (82,32 persen) dibanding 
perempuan (48,74 persen). Penduduk yang masuk kelompok angkatan kerja 
sebagian besar telah menamatkan pendidikan SMA (36.890 penduduk). 
Penduduk dengan jenjang pendidikan SD dan SMA mendominasi kelompok 
angkatan kerja di Kota Tegal. Jika dilihat lebih jauh pada masing-masing 
level pendidikan, akan menarik jika dibandingkan jumlah pengangguran 
terbuka dengan angkatan kerja. Pada level pendidikan yang lebih rendah 
angka pengangguran akan cenderung kecil, bahkan nol untuk penduduk 
yang tidak/belum pernah sekolah. Angka pengangguran terbuka meningkat 
sejalan dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Tetapi pola tersebut 
terhenti hanya sampai jenjang SMA. Pada pendidikan diatas SMA, ada pola 
yang berlainan antara pendidikan Diploma dan Universitas.  
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Pada pendidikan Diploma jumlah pengangguran terbuka cenderung 
kecil, bahkan secara persentase lebih kecil (5,57 persen)  dibandingkan 
Tidak/Belum Tamat SD (11,01 persen) hingga jenjang SMA (12,13 persen).  
sedangkan untuk Universitas meskipun secara absolut lebih rendah, tetapi 
jika dilihat persentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja, 
nilainya lebih tinggi (14,83 persen) dibanding jenjang SMA. Kelompok 
angkatan kerja di Kota Tegal yang berstatus bekerja, sebagian besar berada 
pada kelompok umur 15-49 tahun, dengan lapangan usaha Perdagangan dan 
Akomodasi Konsumsi. Jumlah jam kerja yang mereka gunakan pada 
seluruh pekerjaan maupun pekerjaan utama, mayoritas di atas 35 jam 
seminggu, dengan status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai yaitu 
53,60 persen atau 59.464 penduduk. 
4. Aspek Pemerintahan 
Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Walikota dan Wakil 
Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Secara 
umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Satuan 
Kerja Perangkat daerah (SKPD) bertugas membantu penyusunan 
kebijakan, koordiasi dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan 
daerah. Rukun Warga (RW) merupakan organisasi kemasyarakatan yang 
diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-
nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan 
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas 
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pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. RW dibagi lagi kedalam 
satuan wilayah yang lebih kecil yaitu Rukun Tetangga (RT). 
Secara administrasi Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 
kelurahan, yaitu: 
a. Tegal Selatan, terdiri dari 8 kelurahan yaitu Kalinyamat Wetan, 
Bandung, Debong Kidul, Tunon, Keturen, Debong Kulon, Debong 
Tengah dan Randugunting. 
b. Tegal Timur, terdiri dari 5 kelurahan yaitu Kejambon, Slerok, 
Panggung, 
Mangkukusuman dan Mintaragen. 
c. Tegal Barat, terdiri dari 7 kelurahan yaitu Pesurungan Kidul, Debong 
Lor, Kemandungan, Pekauman, Kraton, Tegalsari dan Muarareja. 
d. Margadana, terbagi menjadi 7 kelurahan yaitu Kaligangsa, Krandon, 
Cabawan, Margadana, kalinyamat Kulon, Sumurpanggang dan 
Pesurungan Lor. 
Untuk mempermudah dalam tata kelola pelayanan kepada 
masyarakat, wilayah-wilayah tersebut terbagi lagi kedalam 163 Rukun 
Warga (RW) dan 1.100 Rukun Tetangga (RT). 
Pada pelaksana harian pemerintahan, Kota Tegal memiliki 243 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kecamatan dan kelurahan, serta 
3.474 PNS di lingkungan dinas/instansi pemerintah. Jika dilihat komposisi 
seluruh PNS menurut jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sedikit lebih 
tinggi dibanding pegawai perempuan yaitu 1.872 laki-laki (53,89 persen) 
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dan 1.845 perempuan (46,11 persen). Untuk PNS di kecamatan dan 
kelurahan jumlah pegawai laki-laki lebih besar dibanding pegawai 
perempuan, yaitu laki-laki 173 pegawai sedangkan perempuan hanya 70 
pegawai. Sebagian besar PNS memiliki pendidikan terakhir Sarjana yaitu 
sejumlah 2.155 pegawai (57,97 persen). Menurut kepangkatan, pegawai 
dengan golongan III ke atas mencapai 79,46 persen dari keseluruhan 
pegawai. Pegawai dengan golongan III berjumlah 1.882 pegawai, 
sedangkan golongan IV sejumlah 1.043 pegawai (28,06 persen). 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Responden 
Penelitian ini menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, 
kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pengelolaan 
keuangan daerah dan implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal. Kuesioner 
dalam penelitian ini dibagikan kepada responden yaitu pegawai di badan 
keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota  Tegal yang berjumlah 30 orang. 
Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini  dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 
Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
Perempuan 17 57 % 
Laki-laki 13 43 % 
Jumlah 30 100% 
  Sumber: Data diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
pegawai di badan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota  Tegal yang 
berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 17 responden (57%), dan 
yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 responden  (43%).   
Identitas responden berdasarkan Umur pada penelitian ini  dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.2.    
Deskripsi Responden berdasarkan Umur 
 
Umur Jumlah Presentase 
20 - 29 Tahun 3 10 % 
30 – 39 Tahun 11 37 % 
40  - 49 Tahun 9 30 % 
Di atas 50 Tahun 7 23 % 
Jumlah 30 100% 
  Sumber: Data diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
pegawai di bagian keuangan di Pemerintah Daerah Kota  Tegal yang berusia 
antara 20-29 tahun yaitu sebanyak 3 responden (10 %), yang berusia 
antara 30-39 tahun sebanyak 11 responden (37 %), yang berusia antara 40-
49 tahun sebanyak 9 responden (30 %), dan yang berusia di atas 50 tahun 
yaitu sebanyak 7 responden (23%).  
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Identitas responden berdasarkan pendidikan pada penelitian ini  
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.3.    
Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan 
 
Pendidikan Jumlah Presentase 
SMA / sederajat 5 17 % 
Diploma 2 7 % 
Sarjana (S1) 9 30 % 
Magister (S2) 3 10 % 
Jumlah 30 100% 
  Sumber: Data diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
pegawai di badan keuangan di Pemerintah Daerah Kota  Tegal yang 
memiliki pendidikan terakhir SMA/sederajat sebanyak 5 responden (17 
%), yang memiliki pendidikan terakhir diploma sebanyak 2 responden (7 
%), yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak 9 responden 
(30 %), dan yang memiliki pendidikan terakhir pascasarjana (S2) 
sebanyak 3 responden (10 %). 
 
2. Pengujian Validitas 
Validitas dapat diterjemahkan dengan sejauhmana ketepatan dan 
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Hasil penelitian 
yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 
yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Suatu tes atau instrumen 
pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 
tersebut menjalankan fungsi ukurnya yang sesuai dengan maksud 
dilakukannya pengukuran tersebut. Validitas setiap item pertanyaan 
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ditunjukkan dengan nilai koefisien validitas. Oleh karena itu, untuk 
mendapatkan instrumen yang valid peneliti menggunakan metode pengujian 
validitas isi (content validity) dengan analisis item, yaitu dengan 
mengkorelasikan antara skor butir instrument dengan skor total. Untuk 
menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi Product 
Moment Pearson. Butir pernyataan dikatakan tidak valid jika r hitung ≤ 
daripada r tabel. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 
 
No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
Sistem Keuangan Akuntansi Keuangan Daerah 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,419 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,683 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,458 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,578 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,429 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,383 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,397 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,660 0,361 Valid 
9 Pernyataan  Nomor 9 0,436 0,361 Valid 
10 Pernyataan  Nomor 10 0,498 0,361 Valid 
Kompetensi Sumber Daya Manusia 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,571 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,605 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,402 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,513 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,489 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,365 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,555 0,361 Valid 
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No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,536 0,361 Valid 
9 Pernyataan  Nomor 9 0,573 0,361 Valid 
10 Pernyataan  Nomor 10 0,525 0,361 Valid 
Pemahaman Akuntansi 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,494 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,393 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,377 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,468 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,391 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,437 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,434 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,479 0,361 Valid 
9 Pernyataan  Nomor 9 0,367 0,361 Valid 
10 Pernyataan  Nomor 10 0,373 0,361 Valid 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,629 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,644 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,448 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,749 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,665 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,688 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,541 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,575 0,361 Valid 
9 Pernyataan  Nomor 9 0,629 0,361 Valid 
10 Pernyataan  Nomor 10 0,679 0,361 Valid 
Implementasi Standar Akuntansi  Pemerintah 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,462 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,403 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,453 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,404 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,374 0,361 Valid 
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No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,434 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,397 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,469 0,361 Valid 
9 Pernyataan  Nomor 9 0,505 0,361 Valid 
10 Pernyataan  Nomor 10 0,520 0,361 Valid 
11 Pernyataan  Nomor 11 0,480 0,361 Valid 
12 Pernyataan  Nomor 12 0,532 0,361 Valid 
13 Pernyataan  Nomor 13 0,445 0,361 Valid 
14 Pernyataan  Nomor 14 0,575 0,361 Valid 
15 Pernyataan  Nomor 15 0,371 0,361 Valid 
16 Pernyataan  Nomor 16 0,444 0,361 Valid 
17 Pernyataan  Nomor 17 0,409 0,361 Valid 
18 Pernyataan  Nomor 18 0,380 0,361 Valid 
19 Pernyataan  Nomor 19 0,371 0,361 Valid 
20 Pernyataan  Nomor 20 0,479 0,361 Valid 
Kualitas Laporan Keuangan 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,490 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,557 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,587 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,448 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,565 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,620 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,535 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,514 0,361 Valid 
 Sumber: Data primer diolah, 2020 
 
Dari hasil pengujian validitas variabel penelitian di atas dapat 
diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner adalah valid 
karena mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel (n=30) = 0,361.  Maka dapat 
diambil kesimpulan, bahwa seluruh keseluruhan butir pernyataan variabel 
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yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian  
dan dinyatakan valid. 
 
3. Pengujian Reliabilitas 
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi pengukuran 
dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh 
mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda 
interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Untuk melihat reliabilitas 
masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien 
cronbach’s alpha (α). Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal 
dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data 
yang diperoleh dianalisis  butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini 
digunakan tehnik Cronbach’s  Alfa (koefisien alfa). Suatu item pengukuran 
dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Sistem Keuangan Akuntansi Keuangan Daerah 0,650 Reliabel 
Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,688 Reliabel 
Pemahaman Akuntansi 0,674 Reliabel 
Pengelolaan Keuangan Daerah 0,825 Reliabel 
Implementasi Standar Akuntansi  Pemerintah 0,777 Reliabel 
Kualitas Laporan Keuangan 0,646 Reliabel 
Sumber: Data primer diolah, 2020 
Hasil reliabilitas pada tabel di atas  menunjukkan bahwa semua 
variabel mempunyai Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,6 
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sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel 
dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada 
masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur 
variabel penelitian. 
 
4. Pengujian Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan 
dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011) 
a. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan 
data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 
besar).  Dasar analisis ada tidaknya masalah heterokedastisitas adalah jika 
ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola 
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yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di bawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).  
 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi 
b. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi 
apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik. 
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Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun 
demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan 
khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 
adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 
distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 
maka garis-garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 
mengikuti gaaris diagonalnya (Ghozali, 2011). 
 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Normalitas 
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Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 
penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi 
asumsi normalitas. 
5. Analisis  Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional 
antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  
Tabel 4.6 
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,460 1,275  5,068 ,000 
SAKD ,126 ,058 ,223 2,179 ,039 
Kompetensi SDM ,093 ,036 ,199 2,600 ,016 
Pemahaman Akuntansi ,130 ,055 ,203 2,375 ,026 
Pengelolaan KeuDa ,095 ,044 ,193 2,152 ,042 
Implementasi SAP ,092 ,042 ,256 2,208 ,037 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu Ŷ = 6,460 + 
0,126 X1 + 0,093 X2 + 0,130 X3 + 0,095 X4 + 0,092 X5.   Berdasarkan 
persamaan regresi berganda di atas dapat diambil suatu analisis bahwa:  
a. Konstanta sebesar 6,460 artinya jika  variabel sistem akuntansi keuangan 
daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, 
pengelolaan keuangan daerah dan implementasi standar akuntansi 
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pemerintah konstanta atau tetap maka kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah Kota Tegal adalah sebesar 6,460 satuan.  
b. Koefisien regresi untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah 
sebesar 0,126  dan bertanda positif artinya jika variabel  sistem akuntansi 
keuangan daerah ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
Kota Tegal sebesar 0,126%. 
c. Koefisien regresi untuk variabel sistem kompetensi sumber daya manusia 
sebesar 0,093  dan bertanda positif artinya jika variabel  kompetensi 
sumber daya manusia ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka 
akan menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah Kota Tegal sebesar 0,093%. 
d. Koefisien regresi untuk variabel pemahaman akuntansi sebesar 0,130  dan 
bertanda positif artinya jika variabel  pemahaman akuntansi ditingkatkan 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal 0,130%. 
e. Koefisien regresi untuk variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 
0,095  dan bertanda positif artinya jika variabel  pengelolaan keuangan 
daerah ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
Kota Tegal 0,095%. 
f. Koefisien regresi untuk variabel implementasi standar akuntansi 
pemerintah sebesar 0,092  dan bertanda positif artinya jika variabel  
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implementasi standar akuntansi pemerintah ditingkatkan sedangkan 
variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah Kota Tegal 0,092%. 
 
6. Pengujian Parsial 
Pengujian parsial  atau  uji Ketepatan Parameter Penduga (Estimate). 
Digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat.  Uji parsial digunakan untuk menguji apakah jawaban pertanyaan 
hipotesis itu benar. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan  
variabel terikat.  
Tabel 4.7 
Hasil Pengujian Parsial 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,460 1,275  5,068 ,000 
SAKD ,126 ,058 ,223 2,179 ,039 
Kompetensi SDM ,093 ,036 ,199 2,600 ,016 
Pemahaman Akuntansi ,130 ,055 ,203 2,375 ,026 
Pengelolaan KeuDa ,095 ,044 ,193 2,152 ,042 
Implementasi SAP ,092 ,042 ,256 2,208 ,037 
 
Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel di atas dapat diartikan 
bahwa : 
a. Dari pengujian parsial sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,039 < 0,05  sehingga 
86 
 
 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu “Terdapat pengaruh 
sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Tegal” dapat diterima kebenarannya. 
b.  Dari pengujian parsial kompetensi sumber daya manusia terhadap 
kualitas laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,016 < 0,05  sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu “Terdapat pengaruh 
kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Tegal” dapat diterima kebenarannya. 
c. Dari pengujian parsial pemahaman akuntansi daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,026 < 0,05  sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu “Terdapat pengaruh 
pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Tegal” dapat diterima kebenarannya. 
d. Dari pengujian parsial pengelolaan keuangan daerah daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,042 < 0,05  sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yaitu “Terdapat pengaruh 
pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Tegal” dapat diterima kebenarannya. 
e. Dari pengujian parsial implementasi standar akuntansi pemerintah 
terhadap kualitas laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,037 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yaitu “Terdapat 
pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas 
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laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal” dapat diterima 
kebenarannya. 
 
7. Koefisien Determinasi 
Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisie 
deterrminasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien sdeterminasi adalah 
diantara nol dan satu  Ghozali (2011) Kelemahan mendasar penggunaan 
koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 
dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen 
maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak 
peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat 
mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 
dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 
model  (Ghozali, 2011).   
Tabel 4.8 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,975a ,950 ,939 ,53017 
 
Besarnya pengaruh dari sistem akuntansi keuangan daerah, 
kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pengelolaan 
keuangan daerah dan implementasi standar akuntansi pemerintah sebesar 
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93,9 % dan selebihnya yaitu sebesar 6,1 % dipengaruhi faktor lain yang 
tidak diteliti. 
C. Pembahasan 
1. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan 
keuangan. 
Dari pengujian parsial sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,039 < 0,05.  Hal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu “Terdapat pengaruh sistem 
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Tegal” dapat diterima kebenarannya. Pengaruh yang diperoleh 
bersifat positif artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka 
kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal akan semakin baik 
pula. 
Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat 
menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang 
dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan 
pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban 
keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi 
terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. 
Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem 
akuntansi pemerintah daerah yang handal. Pemerintah daerah selaku 
pengelola dana pubiik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang 
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diperlukan publik secara akrual relevan, dan tepat waktu. untuk dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, 
pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem 
akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan 
juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.  
Saat ini pemerintah daerah telah memanfaatkan teknologi informasi 
yang menghasilkan suatu sistem informasi, sebagai wadah untuk 
menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, 
dikelola dan digunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. 
Penerapan sistem informasi di pemerintahan daerah merupakan suatu 
langkah penting untuk menciptakan good governance yang meningkatkan 
kualitas pelayanan pada masyarakat. Konsep sistem informasi yang akan 
diterapkan adalah konsep sistem informasi terintegrasi yang akan 
didukung oleh jaringan komunikasi yang handal. Setiap sistem informasi 
yang ada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan 
kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat dan stakeholder pemerintah 
daerah 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  
Pramudityo (2017) dan  Defitri (2018) membuktikan bahwa sistem 
akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan. 
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2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 
keuangan 
Dari pengujian parsial kompetensi sumber daya manusia terhadap 
kualitas laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,016 < 0,05.  Hal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu “Terdapat pengaruh 
kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Tegal” dapat diterima kebenarannya. Pengaruh yang 
diperoleh bersifat positif artinya semakin baik s kompetensi sumber daya 
manusia maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal akan 
semakin baik pula. 
Pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak manajemen (steward) 
untuk melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan fungsi-fungsi 
pengelolaan. Sehingga beberapa pemerintahan bekerjasama dengan 
steward untuk mencapai tujuan organisasi tanpa mementingkan 
kepentingan individu, salah satunya mengenai akuntabilitas. Pada 
akuntansi sektor publik tuntutan akuntabilitas diharuskan karena 
pertanggungjawaban dilakukan demi kesejahteraan publik, oleh sebab itu 
semakin bertambahnya tuntutan akuntabilitas maka pemerintah semakin 
sulit untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan tata kelolanya yang 
baik. Hal ini berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah yang 
harus dilaporkan secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat 
dibandingkan oleh para pengguna laporan keuangan tersebut 
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Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang    
dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan  kinerjanya sehingga dapat 
mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Sumber daya  manusia  yang  memiliki  
kompetensi akan   dapat   menyelesaikan   pekerjaanya secara efisien  dan     
efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung 
ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Kompetensi sumber daya 
manusia penting  dalam  mengelola  dan  menyajikan informasi keuangan 
sehingga laporan keuangan  yang  disusun  dapat  tepat  waktu. Selain sumber 
daya  manusia yang kompeten, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  
Pramudityo (2017) dan  Pujanira (2017) membuktikan bahwa kompetensi 
sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
3. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 
Dari pengujian parsial pemahaman akuntansi daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,026 < 0,05  Hal tersebut dapat  
disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu “Terdapat pengaruh pemahaman 
akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota 
Tegal” dapat diterima kebenarannya. Pengaruh yang diperoleh bersifat positif 
artinya semakin baik pemahaman akuntansi daerah maka kualitas laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal akan semakin baik pula. 
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Kualitas laporan keuangan yang baik dapat disebabkan oleh 
pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, sudah 
diterapkansecara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan 
atau kuatnya peran internal audit. Seseorang dikatakan paham terhadap 
akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu 
dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman 
pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. Menurut  Bastian (2017)  bahwa tahapan proses 
akuntansi meliputi transaksi, analisis bukti transaksi, mencatat data 
transaksi, mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat 
(posting) dan penerbitan laporan dan catatannya. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  
Dian (2014) dan  Safrida (2010) membuktikan bahwa pemahaman 
akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  
4. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan 
keuangan 
Dari pengujian parsial pengelolaan keuangan daerah daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,042 < 0,05.  Hal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yaitu “Terdapat pengaruh 
pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Tegal” dapat diterima kebenarannya. Pengaruh yang diperoleh 
bersifat positif artinya semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka 
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kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal akan semakin baik 
pula 
Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat 
menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang 
dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan 
pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban 
keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi 
terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. 
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 
kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas 
berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam 
pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh stakeholder, untuk itu aparat pemerintah harus dapat 
mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi 
asimetris dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang 
berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik 
sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi 
keuangan daerah secara optimal Untuk menyediakan informasi keuangan 
yang dibutuhkan, implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan 
di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam 
mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pengelolaan 
keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan 
pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengelolaan 
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keuangan daerah dan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta 
manajemen atau dalam kaitannya dengan pelayanan publik  (Saputra, 
2015)   
Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, 
pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat 
rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pengelolaan 
keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi 
keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi 
dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang 
memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-
transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta 
mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaaan dana. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh  Dian (2014) dan Safrida (2010) membuktikan bahwa pengelolaan 
keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  
5. Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas 
laporan keuangan  
Dari pengujian parsial implementasi standar akuntansi pemerintah 
terhadap kualitas laporan keuangan diperoleh nilai sig = 0,037 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yaitu “Terdapat pengaruh 
implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan 
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keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal” dapat diterima kebenarannya. 
Pengaruh yang diperoleh bersifat positif artinya semakin baik implementasi 
standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Tegal akan semakin baik pula. 
Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan 
dari sebuah sistem akuntansi keuangan daerah yang handal, yang bisa 
dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. 
Mardiasmo (2012) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan 
keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah 
harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang 
lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang 
handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu 
untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas 
diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. 
Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang 
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan 
keuangan pemerintah di Indonesia. Pemakaian standar akuntansi ini 
cenderung dilakukan karena dapat memperbaiki sistem yang sudah 
dipergunakan sebelumnya, sehingga informasi keuangan sebagai bahan 
pengguna laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam 
pengambilan keputusan dapat dihindarkan. Pemahaman standar akuntansi 
pemerintah yang baik akan menghasilkan kualitas yang handal dalam 
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penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuangan yang 
relevan disebabkan karena pemahaman yang baik akan berbasis akuntansi 
yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang 
lengkap atas seluruh informasi. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh  Adhitama (2017) dan  Pujanira (2017) membuktikan bahwa 
implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh sistem akuntansi 
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota 
Tegal. 
2.  Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh kompetensi sumber 
daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota 
Tegal. 
3. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh pemahaman akuntansi 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal. 
4. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh pengelolaan keuangan 
daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal. 
5. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh implementasi standar 
akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
Kota Tegal. 
 
B. Saran 
Beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini adalah : 
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1. Pemerintah Daerah Kota Tegal sebaiknya meningkatkan sistem akuntansi 
keuangan daerah di Kota Tegal agar lebih bisa baik lagi dalam pembuatan 
laporan keuangan lebih teliti lagi dalam memeriksa laporan keuangan 
karena kalau ada salah sedikit saja bisa mempengaruhi hasil yang lainnya. 
Instansi harus segera menyelesaikan masalah dalam pencatatan aset, baik 
dari sistemnya maupun dari pemeliharaan barangnya itu sendiri. Dan 
dilihat lagi tentang pencatatan aset tetap yang dimasukkan ke dalam 
laporan keuangan harus melakukan pengecekan ke lapangan supaya 
terhindar dari kehilangan. 
2. Pemerintah Daerah Kota Tegal sebaiknya meningkatkan kompetensi 
pegawai penatausaha keuangan dalam mengelola dan menyajikan laporan 
keuangan dengan melakukan diklat secara berkala. 
3. Pemerintah Daerah Kota Tegal sebaiknya meningkatkan tingkat pemahaman 
akuntansi pegawai karena akan mempengaruhi tingginya kualitas laporan 
keuangan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman akuntansi 
yang baik di setiap bagian akan mengurangi tingkat kesalahan dalam 
pencatatan, penjurnalan dan pelaporan membuat laporan keuangan 
pemerintahan yang disajikan baik atau berkualitas. 
4. Pemerintah Daerah Kota Tegal sebaiknya meningkatkan pengelolaan 
keuangan daerah agar bisa lebih baik lagi dalam mengelola anggaran 
daerah, instansi harus mempertanggungjawabkan kelebihan anggaran, 
selain itu juga harus adanya koordinasi komunikasi yang baik antara 
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instansi dan kontraktor agar sesuai dalam mengelola keuangan atas 
pembangunan tersebut yang sudah di rencanakan. 
5. Pemerintah Daerah Kota Tegal sebaiknya memberikan pelatihan yang lebih 
mendalam kepada seluruh staf yang terkait dengan akuntansi keuangan 
dan aset, sehingga mereka mendapatkan pemahaman dan penyamaan 
persepsi yang lebih baik dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Daerah. 
 
C. Keterbatasan  
 
Be
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Lampiran 1 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Kepada  
Yth. Bapak/ Ibu Pegawai  
di SKPD Kota Tegal 
 
Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, bersama ini saya bermaksud 
melakukan penelitian:  
Nama  :  Sartika Putri Baguswani (4315500152)  
Prodi  :  Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Judul Penelitian  :  “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman 
Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan 
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah 
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Tegal”.  
 
Berkaitan dengan hal tersebut saya membutuhkan data penelitian sesuai 
dengan judul tersebut. Saya mohon Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk 
mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk 
dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga. 
Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ 
Ibu, saya ucapkan terimakasih. 
 
Hormat saya, 
 
Sartika Putri Baguswani 
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A. Identitas Responden  
Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami 
memerlukan jawaban Bapak/Ibu sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu 
berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda check list (√) pada 
kotak yang tersedia.  
1. Nama :……………  
2. Jenis Kelamin :  Laki-Laku   Perempuan  
3. Usia :…….. tahun  
4. Pendidikan Terakhir :  SMA      D3  
     S1           S2  
 
B.  Petunjuk Pengisian Kuesioner  
Cara pengisian kuesioner adalah Semua pertanyaan dijawab dengan cara 
memberiakan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dan 
paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu.  
 Terdapat lima alternatif pengisian jawaban dengan keterangan sebagai 
berikut:  
Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1  
Tidak Setuju (TS) : Skor 2  
Netral (N) : Skor 3  
Setuju (S) : Skor 4  
Sangat Setuju (SS) : Skor 5. 
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Sistem keuangan akuntansi daerah (X1) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Pengidentifikasian prosedur-prosedur dalam 
pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan 
     
2. Analisis transaksi yang ada dan dicatat sesuai 
prosedur  
     
3. Menentukan pihak-pihak  terkait dengan 
transaksi keuangan sesuai prosedur 
     
4. Pengidentifikasian transaksi keuangan sesuai 
dengan pihak terkait. 
     
5. Menelaah dan memahami sistem akuntansi 
pemerintahan dengan baik sesuai dengan 
sistem dan prosedur 
     
6. Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di 
dalam SAP namun dibutuhkan dalam 
kebijakan akuntansi pemerintah 
     
7. Pencatatan transaksi keuangan sudah sesuai 
dengan ketentuan sistem dan prosedur 
     
8. Pencatatan ke dalam jurnal dilakukan dengan 
baik sesuai sistem 
     
9. Pelaporan keuangan sesuai dengan petunjuk 
teknis yang ada 
     
10. Pencatatan laporan keuangan dicatat sesuai 
dengan kronologis transaksi dan didukung 
dengan bukti. 
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Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Pelaksanaan tugas sesuai standar dan prosedur 
yang ditetapkan oleh instansi agar memperoleh 
hasil yang sempurna 
     
2. Penyelesaian tugas tepat pada waktunya.      
3. Kerjasama tim dalam sebuah instansi perlu 
dilakukan agar tercapai suatu tujuan 
     
4. Penyelesaian pekerjaan yang berbeda di satu 
waktu dan memberikan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat harus dapat dilakukan 
     
5. Menjunjung tinggi integritas dalam bekerja 
dan selalu bersikap jujur. 
     
6. Pengembangan kemampuan diri dan 
meningkatkan potensi diri harus ditanamkan 
pada tiap individu 
     
7. Memberikan motivasi kepada rekan kerja 
untuk meningkatkan keterampilan diri. 
     
8. Pengembangan potensi diri bawahan dan rekan 
kerja dilakukan agar memiliki sumberdaya 
yang baik 
     
9. Dorongan, penghargaan, pengakuan, dan 
perhatian dilakukan oleh pimpinan atau atasan 
agar lebih bersemangat dalam bekerja 
     
10. Pimpinan atau atasan yang memiliki 
kemampuan berpikir secara strategis 
dibutuhkan agar bisa memimpin dengan baik 
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Pemahaman akuntansi  (X3) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan 
sesuai dengan bukti transaksi 
     
2. Fungsi dari penjurnalan adalah mencatat 
semua transaksi dengan sumbernya harus 
dicatat tanpa ada yang ketinggalan 
     
3. Transaksi dikelompokkan sesuai dengan jenis 
transaksinya  
     
4. Informasi dalam laporan keuangan disajikan 
secara jujur 
     
5. Informasi dalam laporan keuangan disajikan 
relevan agar dapat membantu mengevaluasi 
kinerja dalam satu periode akuntansi 
     
6. Transaksi keuangan disajikan secara ringkas 
dalam daftar tersendiri 
     
7. Penyusunan laporan laba rugi harus sesuai 
sistem dan prosedur 
     
8. Laporan realisasi harus didukung dengan 
bukti-bukti sesuai ketentuan 
     
9. Penyusunan perubahan ekuitas sesuai dengan 
sistem dan prosedur. 
     
10. Laporan keuangan perlu dibuatkan analisis 
rasio keuangan   
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Pengelolaan keuangan daerah  (X4) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Masyarakat memiliki kemudahan akses untuk 
melihat laporan keuangan daerah 
     
2. Laporan keuangan daerah  dapat diakses  
setiap saat 
     
3. Pendapatan daerah digunakan untuk   
peningkatan pelayanan 
     
4. Pendapatan daerah digunakan untuk  
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
     
5. OPD  memiliki integritas yang tinggi dalam 
mengelola keuangan daerah 
     
6. OPD memiliki kejujuran yang tinggi dalam 
mengelola keuangan daerah 
     
7. Pemerintah daerah memiliki  keterbukaan 
dalam membuat kebijakan-kebijakan  
     
8. Laporan keuangan yang dibuat haruslah dapat 
dimengerti dan disajikan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah 
     
9. Pemerintah daerah melakukan evaluasi atas 
kebijakan-kebijakan yang dibuat 
     
10. Harus dilakukan  financial audit terhadap 
laporan keuangan daerah 
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Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah  (X5) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Laporan keuangan mengandung informasi 
yang relevan mengenai posisi keuangan 
     
2. Laporan keuangan mengandung informasi 
yang relevan mengenai seluruh transaksi 
     
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan 
informasi yang berguna dalam memprediksi 
sumber daya ekonomi 
     
4. Nilai perolehan investasi dalam laporan 
keuangan dapat diukur 
     
5. Laporan keuangan menyajikan informasi 
penerimaan  kas 
     
6. Laporan keuangan  menyajikan informasi 
pengeluaran kas 
     
7. Laporan keuangan  dapat dipahami oleh 
pembaca secara luas  
     
8. Laporan keuangan  memberikan Informasi 
yang lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna 
     
9. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat 
ekonomi 
     
10. Persediaan mempunyai nilai atau biaya yang 
dapat diukur dengan andal 
     
11 Nilai perolehan asset diukur secara memadai      
12 Nilai wajar investasi pada asset dapat diukur 
secara memadai 
     
13 Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan 
kesamaan sifat dalam aktivitas operasi 
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Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah  (X5) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
14 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan 
kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam 
operasi entitas 
     
15 Pos-pos yang tersaji diperiksa       
16 Dilakukan pembetulan agar pos-pos yang 
tersaji sesuai dengan seharusnya 
     
17 Laporan Keuangan Konsolidasian lengkap       
18 Laporan Keuangan Konsolidasian tepat waktu      
19 Laporan operasional memuat ikhtisar sumber 
daya ekonomi 
     
20 Laporan operasional memuat laporan 
keuangan dari semua entitas akuntansi 
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Kualitas Laporan keuangan   (Y) 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Laporan keuangan telah sesuai denga SAP, 
dengan informasi yang lengkap mencakup 
semua informasi akuntansi yang dapat 
digunakan dalam pengambilan keputusan. 
     
2. Laporan keuangan selesai secara tepat waktu 
sehingga dapat digunakan untuk pengambilan 
keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan 
masa lalu (feedback value). 
     
3. Laporan keuangan  bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, 
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi 
     
4. Laporan keuangan  dapat digunakan untuk 
kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan khusus 
     
5. Laporan keuangan  dapat dibandingkan 
dengan laporan keuangan periode sebelumnya 
     
6. Laporan keuangan disajikan  berdampingan 
dengan laporan keuangan periode sebelumnya 
     
7. Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan telah jelas dan disajikan dalam 
bentuk serta istilah yang disesuikan dengan 
batas pemahaman para pengguna 
     
8. Laporan disusun secara sistematis sehingga 
mudah dimengerti dan dipahami 
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Lampiran 2 
 
Data Penelitian Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
RESPONDEN 
PERNYATAAN 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 40 
2 4 5 4 5 3 2 3 5 2 4 37 
3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 34 
4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 27 
5 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 32 
6 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 30 
7 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 31 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
9 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 40 
10 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 41 
11 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 35 
12 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 36 
13 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
14 4 3 4 4 5 2 4 3 5 4 38 
15 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 40 
16 4 4 3 4 2 4 4 4 1 3 33 
17 4 3 1 3 3 4 4 3 3 4 32 
18 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 35 
19 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 40 
20 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 37 
21 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 38 
22 3 2 4 4 4 4 3 2 4 3 33 
23 4 5 2 4 4 5 4 4 4 4 40 
24 4 2 4 3 4 3 3 2 4 3 32 
25 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 
26 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 34 
27 2 5 5 4 4 2 2 5 5 5 39 
28 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
29 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 33 
30 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 35 
JUMLAH 110 110 107 107 112 101 110 107 106 109 1079 
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Lampiran 3 
Data Penelitian Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 
 
RESPONDEN 
PERNYATAAN 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
2 2 2 2 4 3 4 2 2 3 3 27 
3 5 3 4 4 3 3 5 3 2 2 34 
4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 33 
5 2 2 4 4 5 1 2 2 4 5 31 
6 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 24 
7 4 2 4 3 3 4 4 2 4 5 35 
8 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 42 
9 4 5 3 4 4 2 4 5 5 5 41 
10 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 41 
11 4 3 1 3 4 4 4 3 5 5 36 
12 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 34 
13 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 35 
14 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 34 
15 4 5 4 5 5 3 3 4 5 4 42 
16 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 34 
17 3 2 3 4 4 3 4 2 4 2 31 
18 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 33 
19 4 2 4 5 4 3 4 2 5 5 38 
20 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 42 
21 3 2 4 3 4 3 3 3 4 5 34 
22 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 32 
23 4 3 4 4 4 4 4 3 5 2 37 
24 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 29 
25 5 1 4 3 3 4 5 3 4 3 35 
26 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
27 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 35 
28 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 43 
29 3 2 5 5 2 4 3 2 4 4 34 
30 5 2 3 4 4 3 5 2 4 4 36 
JUMLAH 106 92 108 112 113 102 110 93 115 108 1059 
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Lampiran 4 
 
Data Penelitian Variabel Pemahaman Akuntansi 
RESPONDEN 
PERNYATAAN 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 39 
2 4 5 2 4 3 3 4 4 4 4 37 
3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 36 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 
5 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 29 
6 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 30 
7 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 35 
8 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 38 
9 2 4 4 4 4 2 4 4 5 5 38 
10 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 39 
11 4 2 4 4 4 4 2 4 5 5 38 
12 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 35 
13 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 38 
14 4 5 2 5 3 4 3 3 4 3 36 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 40 
16 2 4 2 2 2 2 4 3 4 5 30 
17 4 2 4 4 4 4 2 5 3 4 36 
18 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 34 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
20 4 4 3 4 2 4 4 5 3 5 38 
21 2 4 4 5 2 2 4 5 3 5 36 
22 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 33 
23 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 38 
24 4 1 4 3 5 4 1 4 3 5 34 
25 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 37 
26 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
27 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 37 
28 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
29 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 35 
30 5 5 4 4 2 2 2 4 4 5 37 
JUMLAH 102 107 104 117 103 101 104 114 110 120 1082 
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Lampiran 5 
 
Data Penelitian Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah 
 
RESPONDEN 
ITEM PERNYATAAN 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 35 
3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 35 
4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 25 
5 4 2 2 3 2 4 2 3 3 3 28 
6 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 34 
7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 40 
9 4 5 3 5 5 4 4 3 3 4 40 
10 4 3 4 4 3 4 3 5 5 5 40 
11 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 36 
12 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 
13 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 37 
14 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 33 
15 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 41 
16 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 36 
17 4 3 5 3 3 4 3 3 2 4 34 
18 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 35 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
20 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
21 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 36 
22 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 33 
23 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 38 
24 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 24 
25 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 38 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 37 
27 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 36 
28 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
29 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 34 
30 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 37 
Jumlah 109 108 106 109 108 108 106 104 99 107 1064 
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Lampiran 6 
Data Penelitian Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah 
 
RESPONDEN 
PERNYATAAN 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 5 3 3 4 4 5 5 4 2 3 5 3 4 4 4 4 4 2 3 76 
2 3 2 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 68 
3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 67 
4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 60 
5 4 3 4 1 1 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 62 
6 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 63 
7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 65 
8 4 5 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 74 
9 4 4 4 4 4 4 2 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 74 
10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 93 
11 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 5 4 5 2 4 68 
12 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 67 
13 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 74 
14 4 3 3 3 5 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 67 
15 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
16 3 4 4 2 4 4 5 4 5 1 3 3 4 3 3 2 3 5 1 3 66 
17 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 62 
18 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 62 
19 4 5 4 4 2 2 4 5 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 71 
20 3 5 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4 5 2 4 4 4 71 
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RESPONDEN 
PERNYATAAN 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 5 4 2 4 4 2 4 4 3 5 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 69 
22 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
23 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 77 
24 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
25 3 3 2 4 2 3 4 4 5 4 4 3 2 3 3 4 4 5 5 5 72 
26 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 69 
27 4 4 3 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 71 
28 4 3 5 2 2 5 3 3 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 79 
29 2 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 67 
30 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 69 
Jumlah 113 113 100 100 101 106 105 110 111 99 103 108 98 102 94 102 110 108 96 104 2083 
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Lampiran 7 
 
Data Penelitian Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 
RESPONDEN 
 PERNYATAAN 
JUMLAH  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 5 4 4 3 3 4 4 4 31 
2 4 2 4 4 4 4 3 4 29 
3 4 4 3 3 3 3 4 4 28 
4 3 3 3 3 3 2 2 3 22 
5 3 3 3 4 3 3 3 4 26 
6 3 3 3 3 3 3 3 4 25 
7 3 3 3 4 4 3 4 4 28 
8 4 5 4 3 4 4 3 4 31 
9 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
10 4 4 3 5 3 4 4 4 31 
11 3 3 4 3 4 4 4 4 29 
12 3 3 3 5 5 3 4 2 28 
13 3 4 3 3 4 4 4 5 30 
14 4 4 4 2 3 3 4 4 28 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
16 3 4 4 4 3 3 4 3 28 
17 3 3 3 2 2 4 3 3 23 
18 4 2 3 3 4 4 3 4 27 
19 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
20 3 3 4 3 5 4 4 4 30 
21 4 4 3 2 4 2 5 5 29 
22 4 3 3 3 3 3 4 3 26 
23 5 4 4 2 3 4 4 4 30 
24 4 4 2 2 3 2 4 4 25 
25 5 4 4 3 4 2 3 4 29 
26 4 4 3 3 3 3 5 4 29 
27 4 3 2 4 4 4 3 5 29 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
29 5 4 2 3 2 3 5 4 28 
30 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
JUMLAH 114 107 100 99 107 103 114 118 862 
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Lampiran 8 
Hasil Perhitungan SPSS 
 
Correlations 
 
Correlations
1 ,238 ,039 ,112 ,119 ,431* ,488** ,180 -,101 -,237 ,419*
,204 ,839 ,554 ,530 ,017 ,006 ,342 ,595 ,208 ,021
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,238 1 ,176 ,426* -,049 ,216 ,118 ,870** -,033 ,337 ,683**
,204 ,353 ,019 ,797 ,251 ,534 ,000 ,861 ,069 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,039 ,176 1 ,217 ,299 -,217 -,211 ,266 ,310 ,249 ,458*
,839 ,353 ,250 ,109 ,250 ,263 ,155 ,096 ,185 ,011
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,112 ,426* ,217 1 ,041 -,011 ,122 ,424* ,152 ,343 ,578**
,554 ,019 ,250 ,831 ,953 ,519 ,019 ,423 ,063 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,119 -,049 ,299 ,041 1 -,004 ,130 -,112 ,705** ,151 ,429*
,530 ,797 ,109 ,831 ,982 ,494 ,556 ,000 ,426 ,018
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,431* ,216 -,217 -,011 -,004 1 ,470** ,181 -,081 -,090 ,383*
,017 ,251 ,250 ,953 ,982 ,009 ,339 ,672 ,635 ,037
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,488** ,118 -,211 ,122 ,130 ,470** 1 ,196 -,044 -,047 ,397*
,006 ,534 ,263 ,519 ,494 ,009 ,299 ,817 ,806 ,030
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,180 ,870** ,266 ,424* -,112 ,181 ,196 1 -,107 ,288 ,660**
,342 ,000 ,155 ,019 ,556 ,339 ,299 ,573 ,122 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,101 -,033 ,310 ,152 ,705** -,081 -,044 -,107 1 ,340 ,436*
,595 ,861 ,096 ,423 ,000 ,672 ,817 ,573 ,066 ,016
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,237 ,337 ,249 ,343 ,151 -,090 -,047 ,288 ,340 1 ,498**
,208 ,069 ,185 ,063 ,426 ,635 ,806 ,122 ,066 ,005
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,419* ,683** ,458* ,578** ,429* ,383* ,397* ,660** ,436* ,498** 1
,021 ,000 ,011 ,001 ,018 ,037 ,030 ,000 ,016 ,005
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
X1_1
X1_2
X1_3
X1_4
X1_5
X1_6
X1_7
X1_8
X1_9
X1_10
SAKD
X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10 SAKD
Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Reliability 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
,650 10
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Correlations 
 
Correlations
1 ,034 ,113 ,285 ,102 ,169 ,884** ,066 ,293 ,052 ,571**
,860 ,554 ,126 ,591 ,373 ,000 ,727 ,116 ,783 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,034 1 ,102 ,190 ,341 ,116 ,056 ,763** ,181 ,197 ,605**
,860 ,593 ,314 ,065 ,541 ,769 ,000 ,338 ,297 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,113 ,102 1 ,262 ,071 ,179 ,131 ,153 ,000 ,121 ,402*
,554 ,593 ,162 ,708 ,343 ,490 ,420 1,000 ,525 ,028
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,285 ,190 ,262 1 ,215 ,065 ,219 -,121 ,392* ,253 ,513**
,126 ,314 ,162 ,254 ,731 ,245 ,523 ,032 ,178 ,004
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,102 ,341 ,071 ,215 1 -,131 ,092 ,283 ,325 ,342 ,489**
,591 ,065 ,708 ,254 ,491 ,630 ,130 ,080 ,065 ,006
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,169 ,116 ,179 ,065 -,131 1 ,219 ,181 ,000 ,068 ,365*
,373 ,541 ,343 ,731 ,491 ,246 ,337 1,000 ,722 ,048
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,884** ,056 ,131 ,219 ,092 ,219 1 ,133 ,177 ,000 ,555**
,000 ,769 ,490 ,245 ,630 ,246 ,484 ,348 1,000 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,066 ,763** ,153 -,121 ,283 ,181 ,133 1 ,112 ,084 ,536**
,727 ,000 ,420 ,523 ,130 ,337 ,484 ,556 ,659 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,293 ,181 ,000 ,392* ,325 ,000 ,177 ,112 1 ,459* ,573**
,116 ,338 1,000 ,032 ,080 1,000 ,348 ,556 ,011 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,052 ,197 ,121 ,253 ,342 ,068 ,000 ,084 ,459* 1 ,525**
,783 ,297 ,525 ,178 ,065 ,722 1,000 ,659 ,011 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,571** ,605** ,402* ,513** ,489** ,365* ,555** ,536** ,573** ,525** 1
,001 ,000 ,028 ,004 ,006 ,048 ,001 ,002 ,001 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
X2_1
X2_2
X2_3
X2_4
X2_5
X2_6
X2_7
X2_8
X2_9
X2_10
Kompetensi_SDM
X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 X2_9 X2_10
Kompetensi_
SDM
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
 
122 
 
 
Reliability 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
,688 10
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Correlations 
 
Correlations
1 ,100 ,066 ,077 ,145 ,578** -,170 ,083 ,064 ,114 ,494**
,600 ,729 ,686 ,444 ,001 ,370 ,663 ,736 ,548 ,006
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,100 1 -,284 ,373* -,332 -,140 ,536** ,072 ,205 ,050 ,393*
,600 ,128 ,042 ,073 ,460 ,002 ,704 ,278 ,794 ,032
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,066 -,284 1 -,035 ,325 ,039 -,023 ,204 ,097 ,155 ,377*
,729 ,128 ,855 ,079 ,838 ,905 ,280 ,611 ,414 ,040
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,077 ,373* -,035 1 ,019 ,067 ,255 ,394* ,000 -,070 ,468**
,686 ,042 ,855 ,920 ,723 ,174 ,031 1,000 ,713 ,009
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,145 -,332 ,325 ,019 1 ,458* -,050 ,095 ,021 -,057 ,391*
,444 ,073 ,079 ,920 ,011 ,793 ,619 ,911 ,766 ,033
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,578** -,140 ,039 ,067 ,458* 1 ,084 -,159 -,020 -,164 ,437*
,001 ,460 ,838 ,723 ,011 ,658 ,401 ,915 ,387 ,016
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,170 ,536** -,023 ,255 -,050 ,084 1 ,043 ,097 -,103 ,434*
,370 ,002 ,905 ,174 ,793 ,658 ,822 ,611 ,587 ,017
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,083 ,072 ,204 ,394* ,095 -,159 ,043 1 -,073 ,520** ,479**
,663 ,704 ,280 ,031 ,619 ,401 ,822 ,701 ,003 ,007
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,064 ,205 ,097 ,000 ,021 -,020 ,097 -,073 1 ,281 ,367*
,736 ,278 ,611 1,000 ,911 ,915 ,611 ,701 ,133 ,046
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,114 ,050 ,155 -,070 -,057 -,164 -,103 ,520** ,281 1 ,373*
,548 ,794 ,414 ,713 ,766 ,387 ,587 ,003 ,133 ,042
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,494** ,393* ,377* ,468** ,391* ,437* ,434* ,479** ,367* ,373* 1
,006 ,032 ,040 ,009 ,033 ,016 ,017 ,007 ,046 ,042
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
X3_1
X3_2
X3_3
X3_4
X3_5
X3_6
X3_7
X3_8
X3_9
X3_10
Pemahaman_Akt
X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3_5 X3_6 X3_7 X3_8 X3_9 X3_10
Pemaha
man_Akt
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Reliability 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
,674 10
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Correlations 
 
Correlations
1 ,241 ,141 ,584** ,122 ,887** -,010 ,237 ,536** ,267 ,629**
,199 ,457 ,001 ,520 ,000 ,958 ,207 ,002 ,154 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,241 1 ,158 ,481** ,611** ,212 ,749** ,105 ,166 ,263 ,644**
,199 ,405 ,007 ,000 ,260 ,000 ,580 ,381 ,160 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,141 ,158 1 ,071 ,180 ,255 ,332 ,262 ,014 ,367* ,448*
,457 ,405 ,708 ,341 ,174 ,073 ,161 ,940 ,046 ,013
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,584** ,481** ,071 1 ,632** ,549** ,236 ,258 ,503** ,428* ,749**
,001 ,007 ,708 ,000 ,002 ,210 ,169 ,005 ,018 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,122 ,611** ,180 ,632** 1 ,242 ,555** ,270 ,189 ,363* ,665**
,520 ,000 ,341 ,000 ,197 ,001 ,149 ,317 ,049 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,887** ,212 ,255 ,549** ,242 1 ,030 ,270 ,553** ,363* ,688**
,000 ,260 ,174 ,002 ,197 ,875 ,149 ,002 ,049 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,010 ,749** ,332 ,236 ,555** ,030 1 ,188 ,014 ,244 ,541**
,958 ,000 ,073 ,210 ,001 ,875 ,319 ,940 ,195 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,237 ,105 ,262 ,258 ,270 ,270 ,188 1 ,562** ,438* ,575**
,207 ,580 ,161 ,169 ,149 ,149 ,319 ,001 ,016 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,536** ,166 ,014 ,503** ,189 ,553** ,014 ,562** 1 ,415* ,629**
,002 ,381 ,940 ,005 ,317 ,002 ,940 ,001 ,023 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,267 ,263 ,367* ,428* ,363* ,363* ,244 ,438* ,415* 1 ,679**
,154 ,160 ,046 ,018 ,049 ,049 ,195 ,016 ,023 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,629** ,644** ,448* ,749** ,665** ,688** ,541** ,575** ,629** ,679** 1
,000 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
X4_1
X4_2
X4_3
X4_4
X4_5
X4_6
X4_7
X4_8
X4_9
X4_10
Pengelolaan_KeuDa
X4_1 X4_2 X4_3 X4_4 X4_5 X4_6 X4_7 X4_8 X4_9 X4_10
Pengelolaan_
KeuDa
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Reliability 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
,825 10
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Correlations 
 
Correlations
1 ,407* ,187 ,068 ,158 -,208 ,164 ,157 ,057 ,190 ,154 ,733** ,184 ,510** -,080 ,201 ,377* -,047 ,020 ,088 ,462*
,026 ,322 ,719 ,403 ,271 ,385 ,406 ,765 ,315 ,417 ,000 ,331 ,004 ,673 ,286 ,040 ,807 ,914 ,644 ,010
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,407* 1 ,111 ,232 ,097 -,094 ,179 ,284 ,102 ,043 ,130 ,289 ,156 ,377* ,187 ,081 ,038 ,010 -,026 ,075 ,403*
,026 ,559 ,217 ,611 ,623 ,343 ,129 ,592 ,821 ,492 ,122 ,411 ,040 ,321 ,671 ,843 ,959 ,891 ,695 ,027
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,187 ,111 1 ,030 ,051 ,280 ,081 ,119 ,163 ,240 ,109 ,226 ,792** ,226 ,043 -,183 ,306 ,100 ,133 ,080 ,453*
,322 ,559 ,877 ,789 ,134 ,670 ,532 ,388 ,202 ,567 ,230 ,000 ,230 ,820 ,334 ,100 ,598 ,485 ,675 ,012
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,068 ,232 ,030 1 ,503** ,026 -,037 ,249 -,249 ,512** ,040 ,000 ,168 ,413* ,159 ,084 -,088 -,276 ,323 ,073 ,404*
,719 ,217 ,877 ,005 ,893 ,846 ,185 ,184 ,004 ,835 1,000 ,373 ,023 ,403 ,660 ,645 ,140 ,081 ,701 ,027
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,158 ,097 ,051 ,503** 1 ,137 ,176 ,148 ,013 ,085 -,143 ,107 ,178 ,429* ,387* ,202 -,243 -,103 -,042 -,196 ,374*
,403 ,611 ,789 ,005 ,469 ,351 ,436 ,946 ,654 ,451 ,573 ,347 ,018 ,034 ,283 ,197 ,587 ,826 ,299 ,042
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,208 -,094 ,280 ,026 ,137 1 ,246 ,103 ,274 ,146 ,287 ,117 ,227 -,069 ,331 ,380* ,066 ,235 ,031 ,184 ,434*
,271 ,623 ,134 ,893 ,469 ,190 ,588 ,143 ,443 ,124 ,536 ,228 ,719 ,074 ,038 ,727 ,211 ,872 ,331 ,017
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,164 ,179 ,081 -,037 ,176 ,246 1 ,597** ,342 -,117 -,082 ,142 ,185 ,236 ,326 ,000 ,192 ,210 -,333 -,050 ,397*
,385 ,343 ,670 ,846 ,351 ,190 ,001 ,064 ,538 ,667 ,455 ,328 ,209 ,079 1,000 ,309 ,265 ,072 ,792 ,030
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,157 ,284 ,119 ,249 ,148 ,103 ,597** 1 ,172 ,084 ,023 ,059 ,271 ,356 ,228 ,048 ,161 ,211 -,186 ,042 ,469**
,406 ,129 ,532 ,185 ,436 ,588 ,001 ,363 ,659 ,904 ,755 ,147 ,053 ,226 ,801 ,395 ,262 ,325 ,825 ,009
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,057 ,102 ,163 -,249 ,013 ,274 ,342 ,172 1 ,076 ,433* ,216 ,149 ,038 ,088 ,288 ,065 ,757** ,189 ,486** ,505**
,765 ,592 ,388 ,184 ,946 ,143 ,064 ,363 ,688 ,017 ,252 ,431 ,841 ,645 ,123 ,734 ,000 ,317 ,006 ,004
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,190 ,043 ,240 ,512** ,085 ,146 -,117 ,084 ,076 1 ,221 ,028 ,210 ,158 -,011 ,279 ,237 -,058 ,737** ,287 ,520**
,315 ,821 ,202 ,004 ,654 ,443 ,538 ,659 ,688 ,241 ,883 ,266 ,403 ,955 ,135 ,207 ,761 ,000 ,124 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,154 ,130 ,109 ,040 -,143 ,287 -,082 ,023 ,433* ,221 1 ,320 -,035 -,015 ,111 ,234 ,181 ,352 ,441* ,884** ,480**
,417 ,492 ,567 ,835 ,451 ,124 ,667 ,904 ,017 ,241 ,085 ,855 ,936 ,559 ,213 ,339 ,056 ,015 ,000 ,007
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,733** ,289 ,226 ,000 ,107 ,117 ,142 ,059 ,216 ,028 ,320 1 ,270 ,447* -,030 ,202 ,402* ,187 ,072 ,252 ,532**
,000 ,122 ,230 1,000 ,573 ,536 ,455 ,755 ,252 ,883 ,085 ,148 ,013 ,874 ,284 ,028 ,322 ,705 ,180 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,184 ,156 ,792** ,168 ,178 ,227 ,185 ,271 ,149 ,210 -,035 ,270 1 ,309 -,005 -,219 ,109 -,046 ,071 -,050 ,445*
,331 ,411 ,000 ,373 ,347 ,228 ,328 ,147 ,431 ,266 ,855 ,148 ,097 ,979 ,245 ,565 ,810 ,711 ,792 ,014
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,510** ,377* ,226 ,413* ,429* -,069 ,236 ,356 ,038 ,158 -,015 ,447* ,309 1 ,182 ,170 ,335 -,012 ,031 ,028 ,575**
,004 ,040 ,230 ,023 ,018 ,719 ,209 ,053 ,841 ,403 ,936 ,013 ,097 ,336 ,368 ,070 ,951 ,871 ,883 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,080 ,187 ,043 ,159 ,387* ,331 ,326 ,228 ,088 -,011 ,111 -,030 -,005 ,182 1 ,392* -,051 ,108 -,107 ,011 ,371*
,673 ,321 ,820 ,403 ,034 ,074 ,079 ,226 ,645 ,955 ,559 ,874 ,979 ,336 ,032 ,787 ,571 ,575 ,955 ,043
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,201 ,081 -,183 ,084 ,202 ,380* ,000 ,048 ,288 ,279 ,234 ,202 -,219 ,170 ,392* 1 ,108 ,322 ,108 ,192 ,444*
,286 ,671 ,334 ,660 ,283 ,038 1,000 ,801 ,123 ,135 ,213 ,284 ,245 ,368 ,032 ,568 ,082 ,569 ,309 ,014
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,377* ,038 ,306 -,088 -,243 ,066 ,192 ,161 ,065 ,237 ,181 ,402* ,109 ,335 -,051 ,108 1 ,238 ,210 ,261 ,409*
,040 ,843 ,100 ,645 ,197 ,727 ,309 ,395 ,734 ,207 ,339 ,028 ,565 ,070 ,787 ,568 ,205 ,266 ,164 ,025
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,047 ,010 ,100 -,276 -,103 ,235 ,210 ,211 ,757** -,058 ,352 ,187 -,046 -,012 ,108 ,322 ,238 1 ,018 ,410* ,380*
,807 ,959 ,598 ,140 ,587 ,211 ,265 ,262 ,000 ,761 ,056 ,322 ,810 ,951 ,571 ,082 ,205 ,923 ,024 ,038
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,020 -,026 ,133 ,323 -,042 ,031 -,333 -,186 ,189 ,737** ,441* ,072 ,071 ,031 -,107 ,108 ,210 ,018 1 ,558** ,371*
,914 ,891 ,485 ,081 ,826 ,872 ,072 ,325 ,317 ,000 ,015 ,705 ,711 ,871 ,575 ,569 ,266 ,923 ,001 ,044
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,088 ,075 ,080 ,073 -,196 ,184 -,050 ,042 ,486** ,287 ,884** ,252 -,050 ,028 ,011 ,192 ,261 ,410* ,558** 1 ,479**
,644 ,695 ,675 ,701 ,299 ,331 ,792 ,825 ,006 ,124 ,000 ,180 ,792 ,883 ,955 ,309 ,164 ,024 ,001 ,007
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,462* ,403* ,453* ,404* ,374* ,434* ,397* ,469** ,505** ,520** ,480** ,532** ,445* ,575** ,371* ,444* ,409* ,380* ,371* ,479** 1
,010 ,027 ,012 ,027 ,042 ,017 ,030 ,009 ,004 ,003 ,007 ,003 ,014 ,001 ,043 ,014 ,025 ,038 ,044 ,007
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
X5_1
X5_2
X5_3
X5_4
X5_5
X5_6
X5_7
X5_8
X5_9
X5_10
X5_11
X5_12
X5_13
X5_14
X5_15
X5_16
X5_17
X5_18
X5_19
X5_20
Implementasi_SAP
X5_1 X5_2 X5_3 X5_4 X5_5 X5_6 X5_7 X5_8 X5_9 X5_10 X5_11 X5_12 X5_13 X5_14 X5_15 X5_16 X5_17 X5_18 X5_19 X5_20
Implement
asi_SAP
Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**.  
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Reliability 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
,777 20
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Correlations 
 
Correlations
1 ,491** ,204 -,121 -,100 ,100 ,324 ,347 ,490**
,006 ,280 ,524 ,600 ,600 ,080 ,060 ,006
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,491** 1 ,289 -,059 -,039 ,039 ,491** ,306 ,557**
,006 ,122 ,755 ,839 ,839 ,006 ,100 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,204 ,289 1 ,111 ,397* ,418* ,068 ,051 ,587**
,280 ,122 ,561 ,030 ,022 ,722 ,791 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,121 -,059 ,111 1 ,452* ,361 ,044 -,086 ,448*
,524 ,755 ,561 ,012 ,050 ,817 ,651 ,013
30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,100 -,039 ,397* ,452* 1 ,324 ,087 ,218 ,565**
,600 ,839 ,030 ,012 ,080 ,646 ,247 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,100 ,039 ,418* ,361 ,324 1 ,100 ,269 ,620**
,600 ,839 ,022 ,050 ,080 ,600 ,150 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,324 ,491** ,068 ,044 ,087 ,100 1 ,272 ,535**
,080 ,006 ,722 ,817 ,646 ,600 ,146 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,347 ,306 ,051 -,086 ,218 ,269 ,272 1 ,514**
,060 ,100 ,791 ,651 ,247 ,150 ,146 ,004
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,490** ,557** ,587** ,448* ,565** ,620** ,535** ,514** 1
,006 ,001 ,001 ,013 ,001 ,000 ,002 ,004
30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Y_1
Y_2
Y_3
Y_4
Y_5
Y_6
Y_7
Y_8
Kualitas_LK
Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Kualitas_LK
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Reliability 
 
Case Processing Summary
30 100,0
0 ,0
30 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
,646 8
Cronbach's
Alpha N of  Items
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
30
,0000000
,48230087
,124
,124
-,100
,682
,741
N
Mean
Std.  Dev iat ion
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negativ e
Most Extreme
Dif f erences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
 
 
Regression 
 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,975a ,950 ,939 ,53017 
a. Predictors: (Constant), Implementasi SAP, Pemahaman Akuntansi, 
Kompetensi SDM, Pengelolaan KeuDa, SAKD 
 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 127,554 5 25,511 90,762 ,000b 
Residual 6,746 24 ,281   
Total 134,300 29    
a. Dependent Variable: Kualitas Lap Keu 
b. Predictors: (Constant), Implementasi SAP, Pemahaman Akuntansi, Kompetensi SDM, 
Pengelolaan KeuDa, SAKD 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,460 1,275  5,068 ,000 
SAKD ,126 ,058 ,223 2,179 ,039 
Kompetensi SDM ,093 ,036 ,199 2,600 ,016 
Pemahaman Akuntansi ,130 ,055 ,203 2,375 ,026 
Pengelolaan KeuDa ,095 ,044 ,193 2,152 ,042 
Implementasi SAP ,092 ,042 ,256 2,208 ,037 
a. Dependent Variable: Kualitas Lap Keu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
